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ABSTRACT 
 
Andre Salim, Thesis, Judicial Review Implementation of the Rights Suspects For 
Legal Aid At Investigation Level, Preceptor (I) Prof. Dr. Muhadar, SH.,MS  dan 
Preceptor (II) Dr. Haeranah, SH.,MH 
This study aims to (1) knowing the right of suspects to obtain the legal aid at the 
level of law investigation and has been conducted in Polsek Tamalanrea Makassar 
(2) knowing the constraints to find the problem of the suspect's right to obtain 
legal aid has not been implemented optimally in Polsek Tamalanrea Makassar. 
This research are uses normative juridical research type which is derived from 
primary, secondary and tertiary materials as well as the type of empirical juridical 
research, which is analyzed qualitatively by describing descriptively the results of 
relevant data and interviews. 
Based on the results of the author's research, the suspect's right to obtain legal aid 
in polsek tamalanrea Makassar has not been implemented optimally, because not 
all suspects who are threatened with criminal are jailed about 5 years and above 
there are not in accompanied by a legal counsel. This condition can lead to 
arbitrary investigators in examining the suspects in the form of intimidation, 
violence, opinion mingling, in the investigation which eventually lead to new 
problems in the trial in the form of denial or revocation of the Minutes of 
Examination (BAP), as well as the constraints so that the right of the suspect to 
obtain Legal aid has not been implemented optimally because there is not yet the 
willingness of advocates to assist the legal case of the less fortunate, the 
interaction between the lawyer and the client in solving legal problems because of 
the dishonest client explaining the legal problem and the tendency of the advocate 
to avoid the case of the person who unable. 
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ABSTRAK 
 
 
Andre Salim, Skripsi, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hak Tersangka Untuk 
Mendapatkan Bantuan Hukuin Ditingkat Penyidikan, Pembimbing (I) Prof. Dr. 
Muhadar, SH.,MS  dan Pembimbing (II) Dr. Haeranah, SH.,MH 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui hak tersangka untuk mendapatkan 
bantaun hukum ditingkat penyidikan sudah dilaksanakan di Polsek Tamalanrea 
Makassar (2) mengetahui kendala-kendala sehingga hak tersangka untuk 
mendapatkan bantuan hukum belum dilaksanakan secara optimal di Polsek 
Tamalanrea Makassar . 
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersumberkan 
bahan primer, sekunder dan tertierserta tipe penelitian yuridis empiris, yang 
dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif hasil data dan 
wawancara yang relevan. 
Berdasarkan hasil penelitian penulis, hak tersangka untuk mendapatkan bantuan 
hukum di Polsek Tamalanrea Makassar belum dilaksanakan secara optimal, 
karena tidak semua tersangka yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun keatas 
ternyata ada yang tidak didampingi penasehat hukum. Kondisi ini dapat 
menimbulkan kesewenang-wenangan penyidik dalam memeriksa tersangka 
berupa intimidasi, kekerasan, penggiringan opini, dalam penyidikan yang 
akhirnya menimbulkan masalah baru dalam pemeriksaan di Pengadilan berupa 
penyangkalan atau pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta kendala-
kendala sehingga hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum belum 
dilaksanakan secara optimal karena belum sepenuhnya ada kesediaan advokat 
untuk mendampingi kasus hukum orang yang kurang mampu, kendala interaksi 
antar advokat dengan klien dalam menyelesaikan masalah hukum karena adanya 
klien yang tidak jujur menjelaskan masalah hukum dan adanya kecenderungan 
advokat untuk menghindar dari kasus orang yang tidak mampu. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Kondisi obyektif bangsa Indonesia dari tahun 1997 sampai sekarang 
memperlihatkan bahwa dengan terpuruknya perekonomian bangsa, tingkat 
kriminalitaspun semakin bertambah. Hal ini terbukti sesuai apa yang diketahui 
penulis bahwa dalam jangka waktu 1997 sampai sekarang terdapat begitu 
banyak tahanan kepolisian pada tingkat penyidikan, jika dibandingkan dengan 
tahun-tahun sebelumnya. 
Adapun kejahatan-kejahatan yang dilakukan dari tahun 1997 sampai 
sekarang adalah pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan 
perempuan, pemalsuan surat, apabila dilihat dari kacamata sosiologis bahwa 
kejahatan yang dilakukan tersebut bermotif untuk mempertahankan hidup, 
baik untuk dirinya, keluarganya maupun untuk orang lain. 
Sisi lain, seperti yang termuat dalam penjelasan Undang-Undang 
Dasar 1945 (UUD 1945) khususnya tentang sistem pemerintahan negara, 
ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechsstaat) 
bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat); oleh karenanya 
segala perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku maka 
harus diselesaikan juga secara hukum pula. 
Salah satu asas yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia yaitu 
asas praduga tak bersalah (Presumtion of Innocence) yang termuat dalam 
penjelasan umum butir 3 c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
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(KUHAP) yangberbunyi: 
Setiap orang yang disangkakan, ditangkap, ditahan, dituntut atau 
dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah 
sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya 
dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 
 
Di dalam praktek dan media seperti yang diketahui penulis, 
paratersangka sering dianggap oleh pihak kepolisian/penyidik bahwa 
tersangkatelah bersalah melakukan kejahatan, sehingga pada saat penyidikan 
tersangkadiperlakukan seperti dalam masa penjajahan yaitu para penyidik 
dianggapsebagai penjajah dan pihak tersangka sebaliknya berperan sebagai 
pihakterjajah. Yang menjadi pertanyaan: apakah pada tahap penyidikan 
tersangkaharus diperlakukan ibarat terjajah yang dapat ditelanjangi, dipukuli, 
direndam,dipanasi dan diperlakukan seperti binatang. 
Kadangkala pada tahap penangkapan ataupun penahanan, orang yang 
ditangkap atau ditahan diperlakukan oleh para penyidik terutama Polisi 
Republik Indonesia (Polri) pada umumnya bertentangan dengan KUHAP; 
umpamanya dalam melaksanakan penangkapan terhadap seseorang yang 
diduga keras melakukan delik pencurian (misalnya), penyidik, penyidik 
pembantu, maupun penyelidik atas perintah penyidik menangkap seseorang 
dengan tidak disertai dengan surat tugas dan surat perintah penangkapan. 
Kadang pula dalam tahap penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat 
Polri, hak-hak tersangka diabaikan bahkan dihilangkan, misalnya terkatung-
katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana dalam 
proses penahanan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum 
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karena terlampau lama diperiksa yang dapat menimbulkan perlakuan 
wewenang yang tidak wajar. Pada hal dalam Pasal 50 ayat 1 
KUHAP.memberikan pengertian bahwa tersangka berhak segera mendapat 
pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut 
umum. 
Dan yang lain pula seperti dalam proses penyidikan, tersangka 
mendapat tekanan berupa paksaan dan tindakan kekerasan lainnya, misalnya 
mendapat pukulan sehingga timbul rasa takut dari tersangka untuk 
menyampaikan keterangan yang sebenarnya. Hal ini menurut penulis sangat 
bertentangan dengan amanat Undang-Undang seperti yang termuat dalam 
Pasal 52 KUHAP yang berbunyi bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat 
penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan 
keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. 
Masih banyak hak-hak tersangka lainnya yang dalam kenyataannya 
dilanggar atau tidak diberikan oleh para penyidik yang pada prinsipnya 
menurut penulis sama sekali tidak menjamin adanya kepastian hukum. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka adapun rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum ditingkat 
penyidikan sudah dilaksanakan di Polsek Tamalanrea Makassar ? 
2. Apakah kendala-kendala sehingga hak tersangka untuk mendapatkan 
bantuan hukum belum dilaksanakan secara optimal di Polsek Tamalanrea 
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Makassar ? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam peneletian 
ini adalah sebagai berikut:  
1. Untuk mengetahui hak tersangka untuk mendapatkan bantaun 
hukumditingkat penyidikan sudah dilaksanakan di Polsek Tamalanrea 
Makassar ? 
2. Untuk   mengetahui   kendala-kendala   sehingga   hak   tersangka   
untukmendapatkan bantaun hukum belum dilaksanakan secara optimal di 
PolsekTamalanrea Makassar ? 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Sebagai bahan perbandingan penulis serta bahan penelitian selanjutnya 
menyangkut das Seindan das Sollententang pelaksanaan hak-hak tersangka 
dalam proses penyidikan. 
2. Untuk menambah referensi perpustakaan Universitas Hasanuddin 
Makassar, khususnya Fakultas Hukum. 
5 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Penyelidikan dan Penyidikan  
1. Penyelidikan 
a. Pihak Penyelidik 
Penyelidik adalah orang yang melakukan penyelidikan. 
Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan 
sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan 
clan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan 
tindak pidana Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga 
keras sebagai tindak pidana, dimaksudkan untuk menentukan sikap 
pejabat penyelidik, apakah terhadap peristiwa yang ditemukan itu 
dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur 
oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5). 
Berdasarkan penjelasan di atas nampak bahwa penyelidikan 
merupakan tindakan/tahap pertama permulaan penyidikan.Akan 
tetapiharus diingat, penyelidikan bukanlah suatu tindakan atau fungsi 
yangberdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. 
Dalam buku pedoman pelaksanaan KUHAP menjelaskan 
bahwakata penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau 
subdaripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, 
yaitupenindakan yang berupa penangkapan, penahanan, 
penggeledahan,penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan 
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pemeriksaan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. 
Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu 
penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan 
mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup guna dapat 
dilakukan tindakan lanjut berupa penyidikan. 
Menurut Harahap (1988 :99) bahwa sebelum KUHAP berlaku 
terhadap pengertian penyelidikan, sering dipergunakan perkataan 
Opspomig atau dalam bahasa Inggris disebut Investigation. Akan 
tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan {Opspomig) atau 
penyidikan selalu dipergunakan secara kacau.Tidak jelas batas-batas 
fungsi pengusutan dan penyidikan; sehingga sering menimbulkan 
ketidaktegasan pengertian dan tindakan. 
Oleh karena itu pada masa sekarang KUHAP telah 
membedakan antara pengertian dan tindakan antara penyelidikan dan 
penyidikan.Salah satu alasan perbedaan ini, menurut beliau adalah 
dengan adanyatahapan penyelidikan, diharapkan tumbuhnya sikap 
hati-hati dan rasatanggung jawab yang lebih bersifat manusiawi dalam 
melaksanakantugas penegakan hukum.Dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP 
dikatakan,penyelidik   adalah   pejabat   Polri   yang   diberi   
wewenang   olehUndang-Undang ini, untuk melakukan penyelidikan. 
Menurut KUHAP, sesuai yang dirumuskan pada Pasal 4, 
yangberwewenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah setiap 
pejabatPolri. Jadi dengan jelas bahwa penyelidik adalah setiap pejabat 
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Polri, jaksa atau pejabat yang lain, tidak berwenang melakukan 
penyelidikan mempunyai alasan-alasan antara lain: 
1) Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat 
tentang siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan. 
2) Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak 
hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih penyelidikan 
seperti yang dialami pada masa HIR. 
3) Hal inijugamerapakan efisiensi tindakan penyelidikan baik ditinjau 
dari segi pemborosan penyelidikan jika ditangani oleh beberapa 
instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki. 
b. Fungsi Penyelidik 
Fungsi penyelidik meliputi ketentuan yang diperinci pada 
Pasal5 KUHAP. Ketentuan tersebut dimaksud menurut Harahap 
(1988:101)dibagi dalam 3 kelompok: 
1. Fungsi berdasarkan hukum 
Berdasarkan ketentuan ini, fungsi aparat penyelidik antara  
lain:  
a. Menerima laporan atau pengaduan 
Syarat-syarat suatu laporan atau pengaduan: 
- Jika laporan atau pengaduan diajukan secara tertulis, harus 
ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. 
- Jika laporan atau pengaduan diajukan secara lisan harus 
dicatat oleh Penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau 
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pengadu dan penyelidik. 
- Jika pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal ini harus 
dicatat dalam laporan pengaduan. 
Dijelaskan bahwa setiap laporan atau pengaduan yang 
disampaikan kepada penyelidik, penyelidik wajib menerimanya, 
dan berwewenang untuk menanganinya baik hal itu 
bersifatpemberitahuan biasa atau laporan maupun pemberitahuan 
itu bersifat delik aduan atau pengaduan. 
b. Mencari keterangan dan barang bukti 
Wewenang ini sangat berarti guna menentukan dimulai atau 
tidaknya suatu penyidikan. Apabila keterangan dan barang bukti 
yang diperoleh penyelidik kuat atau cukup kuat maka akan 
diadakan penyidikan dan apabila sebaliknya maka sia-sialah 
laporan pengaduan tersebut. 
c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai 
Pada wewenang ini, penyelidik tidak perlu dengan surat 
perintah khusus dari penyidik untuk menyuruh berhenti orang yang 
dicurigai, karena didasarkan pada bunyi Pasal: 
- KUHAP: menegaskan bahwa setiap pejabat Polri adalah 
penyelidik 
- Kemudian bunyi Pasal 4 ini semakin jelas dapat dipahami jika 
dihubungkan dengan penjelasan butir 4. Pasal 1 KUHAP, yang 
menegaskan: penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi 
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wewenang oleh UU ini untuk melakukan penyelidikan. 
Dari bunyi Pasal 1 butir 4 KUHAP ini, nampak jelas bahwa 
KUHAP sendiri telah memberi wewenang bagi pejabat polri untuk 
menjadi penyelidik. Namun timbul suatu persoalan, apabila yang 
dicurigai tidak mengindahkan/tidak mentaati apa yang 
diperintahkan oleh penyelidik, tindakan apa yang dilakukan oleh 
penyeilidik jika orang yang dicurigai tidak mentaati perintahnya? 
Menurut Harahap (1988 :104), mengatakan bahwa : Jika 
penyelidik mengalami hal yang demikian, tidak ada tindakan lain 
yang dapat diperbuatnya untuk memaksa orang yang y dicurigai 
tersebut untuk berhenti dengan tindakan paksaan: karena hal itu 
bertentangan dengan hukum. 
Oleh karena itu salah satu jalan yang terbaik adalah penyelidik 
mendatangi penyidik untuk mendapatkan surat perintah 
penangkapan atau surat perintah membawa dan menghadapkan 
orang yang dicurigai kemuka penyidik. Tetapi apabila dalam hal 
tertangkap tangan seperti yang termuat dalam Pasal 102 ayat (2) 
KUHAP, ditegaskan bahwa tanpa menunggu surat perintah 
penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang 
diperlukan dalam rangka penyelidikan yang disebut pada Pasal 5 
ayat (1) Huruf berikut KUHAP. 
Jadi dalam kejadian tertangkap tangan, penyelidik 
dapatmelakukan tindakan penangkapan, larangan meninggalkan 
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tempat, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan 
surat, mengambil sidik jari, memotret seseorang dan membawa 
atau menghadapkan seseorang pada penyidik tanpa lebih dahulu 
mendapat perintah dari pejabat penyidik.  
d. Tindakan Lain menurut Hukum. 
Menurut Harahap (1988:105), wewenang ini mempunyai 
pengertian yang sangat kabur atau dengan kata lain sulit sekali 
menentukan warna dan bentuk tindakan yang dimaksud. Walaupun 
dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) hurafa angka 4 KUHAP 
diterangkan bahwa yang dimaksudkan dengan tindakan lain adalah 
tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan 
syarat: 
1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. 
2) Selaras  dengan  kewajiban hukum  yang mengharuskan 
dilakukannya tindakan jabatan. 
3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam 
lingkungan jabatannya. 
4) Menghormati hak asasi manusia. 
Ada sebuah eontoh dibawah ini yang meyakinkan bahwa 
pengertian tindakan lain menurut hukum itu masih kabur yaitu; 
Apabila seorang yang dicurigai itu tidak mau berhenti dan tidak 
mau menyerahkan identitas yang diminta atau ditanyakan oleh 
penyelidik. Berdasarkan penjelasan terdahulu, penyelidik 
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tidakdapat memaksakan dengan upaya paksa dan sebagai jalan 
keluar, penyelidik harus pergi meminta surat perintah 
kepadapenyidik untuk menangkap atau membawa untuk 
dihadapkanorang yang membangkang kepada penyidik. Sekarang, 
apakahpenyidik dapat memaksa orang tadi untuk berhenti? 
Dengancara apa dia menghentikannya? 
Dengan kekerasan atas alasan sebagai tindakan yang selaras 
dengan kewajiban hukum yang mengharuskannya melakukan 
tindakannya upaya paksa?Sampai sejauh mana upaya paksa 
diharuskan? Dari beberapa pertanyaan ini, terkesan begitu 
kaburnya pengertian dari Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP. 
Oleh karenanya jalan keluar yang diberikan beliau yakni agar 
dapat ditolerir hal di atas, maka harus mempedomani asas 
proporsional: artinya kalau tindakan itu masih proporsional dengan 
tujuan penegakan hukum, tindakan itu masih dangkal dalam ruang 
lingkup penjelasan Pasal 5 ayat (1) KUHAP.  
2. Fungsi berdasarkan perintah penyidik 
Kewajiban dan kewenangan penyelidik yang dibahas pada 
angka 1 adalah kewajiban dan wewenang yang lahir dari 
sumberundang-undang sendiri, sedangkan kewajiban dan 
wewenang yang akan dibahas pada uraian ini adalah: kewajiban 
dan wewenang yang bersumber dari perintah penyidik yang 
dilimpahkan kepada penyelidik. Jadi tindakan penyelidik dalam 
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hal ini, lebih tepat merupakan tindakan melaksanakan perintah 
penyidik berapa tindakan-tindakan (Pasal 5 ayat (1) huruf b 
KUHAP): 
a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan 
dan penyitaan 
b. Pemeriksaan dan penyitaan surat 
c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang 
d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik 
3. Fungsi Kewajiban penyelidik untuk membuat dan menyampaikan 
laporan 
Penyelidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan 
sepanjang tindakan yang menyangkut hal yang dimaksud pada 
Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b KUHAP. 
Oleh karena itu, laporan hasil pelaksanaan tindakan 
penyidikan, harus merupakan laporan tertulis. Jadi disamping 
adanya laporan lisan, harus diikuti laporan tertulis demi adanya 
laporan pertanggung jawaban dan pembinaan pengawasan 
terhadap penyidik, sehingga apa saja yang dilakukan penyelidik 
tertera dalam laporan tersebut. 
Dari uraian di atas mengenai fungsi dan wewenang penyelidik 
seperti yang termuat dalam Pasal 5 KUHAP dapat disimpulkan; 
a) Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 1 sampai dengan 4 KUHAP 
merupakan fungsi dan wewenang penyelidik berdasarkan 
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hukum artinya aturan hukum telah menggariskan kepada 
penyelidikakan apa yang menjadi kewajibannya. 
b) Pasal 5 ayat (1) huruf b butir 1 sampai dengan 4 KUHAP 
merupakan fungsi dan wewenang penyelidik berdasarkan atas 
perintah penyidik, artinya keempat butir ini menjadi wewenang 
penyelidik apabila ada perintah dari penyidik dan sebaliknya 
apabila tidak mendapat perintah dari penyidik maka keempat 
butir tersebut tidak dapat dilakukan oleh penyelidik. 
c) Pasal 5 ayat (2) KUHAP merupakan fungsi dan wewenang 
penyelidik yang menjadi suatu kewajiban keharusan, artinya 
setelah menjalankan wewenangnya pada Pasal 5 ayat (1) butir a 
dan b penyelidik harus segera membuat dan menyampaikan 
laporan hasil pelaksanaan kewenangan tersebut kepada 
penyidik. 
c. Proses Penyelidikan 
Proses penyidikan didasarkan pada Pasal 102 ayat (1) dan ayat 
(2) KUHAP. Pasal 102 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa proses 
penyelidikan dapat dilakukan apabila penyidik mengetahui sendiri 
terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. 
Sedangkan Pasal 102 ayat (2) merupakan legitimasi bagi penyidik 
untuk melakukan penangkapan, penggeledahan, penytaan dan upaya 
lain terhadap peristiwa tertangkap tangan peristiwa yang patut diduga 
merupakan tindak pidana. 
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Makna "diketahui sendiri oleh petugas" secara sepintas dengan 
makna "tertangkap tangan", Beberapa literatur tidak membahas tentang 
sumber tindakan yang satu ini, padahal jelas tercantum di dalam Pasal 
102 ayat (1) KUHAP, "Penyelidikan yang mengetahui menerima 
laporan atau pengaduan... "yang mana apabila diterjemahkan menjadi, 
penyelidikan dapat dilakukan apabila penyelidik (petugas kepolisian) 
mengetahui, menerima laporan atau pengaduan. Ketika penyelidik 
mengetahui peristiwa tersebut, maka penyelidikan dapat 
dilakukan.Perbedaan utama dengan "tertangkap tangan" adalah ketika 
tertangkap tangan, maka upaya paksa dapat dilakukan walaupun tanpa 
perintah dari penyidik, sedangkan "diketahui sendiri oleh upaya paksa 
tidak dijelaskan hanya saja diuraikan, bahwa penyelidikan dapat 
dilakukan. 
Tindakan penyelidikan tersebut antara lain mencari keterangan 
dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai 
danmenanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri serta 
mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab 
sebagaimana. tugas dan wewenang penyelidik pada umumnya. 
Bagaimana dengan penangkapan berdasarkan laporan intelijen, 
apakah termasuk diketahui sendiri oleh petugas ataukah tertangkap 
tangan, walaupun pada saat ditangkap orang tersebut tidak melakukan 
aktifitas yang patut diduga merupakan tindak pidana ataupun sedang 
melakukan suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak 
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pidana. 
Contoh tersebut di atas bukan termasuk diketahui sendiri oleh 
petugas apabila ternyata di tempat tersebut ditemukan barang bukti 
sebagaimana informasi yang diterima dan dilaporkan oleh 
intelijen.Diketahui sendiri oleh petugas jelas rumusannya, bahwa 
penyelidik mengetahui terjadinya peristiwa yang patut diduga 
merupakan tindak pidana, sedangkan dalam contoh kasus tersebut 
tidak terdapat aktifitas yang patut diduga merupakan tindak pidana, 
hanya menemukan barang bukti yang diduga merupakan hasil atau 
dipergunakan untuk tindak pidana. Lebih jelas mengenai perbedaan 
dengan tertangkap tangan akan diuraikan pada bagian selanjutnya. 
Berbeda dengan sumber tindakan sebelumnya, sumber tindakan 
laporan dan pengaduan diatur secara rinci dan jelas di dalam KUHAP 
termasuk diantaranya tentang pengertian diantara keduanya. Menurut 
Pasal 1 butir 24 KUHAP, laporan adalah pemberitahuan yang di-
sampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban 
berdasarkanundang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang 
telah atausedang atau diduga akan terjadinya peristiwa tindak pidana. 
Pengaduan.menurut Pasal 1 butir 25 adalah pemberitahuan disertai 
permintaanberwenang untuk menindak menurut hukum  seorang yang 
telahmelakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. 
2. Penyidikan 
a. Pihak Penyidik 
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Menurut Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6 KUHAP, penyidik 
adalahpejabat polri atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 
diberiwewenang   khusus   oleh   undang-undang   ini   untuk   
melakukanpenyidikan. Sedangkan penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 
KUHAPyaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 
cara yangdiatur dalam undang-undang ini, untuk mencari serta 
mengumpulkanbukti-bukti yang dengan bukti membuat terang tentang 
tindak pidanayang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 
Menurut de Pinto, dalam buku pengantar hukum acara 
pidanakarangan Hamzah( 1989: 121) menjelaskan: 
Menyidik(Opsporing) berarti pemeriksaan permulaan oleh 
pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang 
segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar 
yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran 
hukum. 
 
MenuratHarahap (1988 ;110) mengatakan bahwa: 
pembahasan penyidikan seperti yang terterah dalam KUHAP, 
secara sistematis masih sangat rancu (bolak-balik 
penyusunannya). Hal ini terlihat jelas bahwa pada bab IV 
bagian kesatu,   dibicarakan   mengenai   penyelidik   dan   
penyidik.Kemudian pada bab V diatur tentang penangkapan, 
penahanan, penggeledahan, penyitaan dan seterusnya. Bab VI 
diatur mengenai tersangka dan terdakwa.Pada hal menurut 
beliau„ masalah-masalah yang diatur pada Bab tadi dan bab-
bab selanjutnya, pada dasamya meliputi fungsi dan wewenang 
penyidikan. Akan tetapi, bab tentang penyidikan baru diatur 
pada bab XIV. 
 
Oleh karena itu, sub bahasan ini penulis membahas 
secarasistematis mulai dari penyidik dan penyidik pembantu, orang 
yan berhak melapor kepada penyidik, tertangkap tangan sampai 
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padawewenang pajabat penyidik. 
Di atas telah dijelaskan bahwa orang yang disebut 
sebagaipenyidik adalah orang yang melakukan penyidikan yang terdiri 
ataspejabat seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP 
dandipertegas serta diperincih dalam Pasal 6 KUHAP. Akan tetapi 
selainitu pada Pasal 10 KUHAP juga diatur tentang orang yang 
melakukanpenyidikan yaitu penyidik pembantu. Oleh karena itu 
bertitik tolak dariPasal 6 KUHAP dimaksud, yang berhak diangkat 
sebagai pejabatpenyidik adalah: 
1) Pejabat Penyidik Polisi 
Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, salahsatu 
instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikanadalah 
pejabat polisi negara, namun pejabat polisi negara yangdimaksud    
adalah    pejabat    yang    memenuhi    syarat-syaratkepangkatan 
sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2)KUHAP. 
Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2) KUHAP dikatakan bahwa 
kedudukan dan kepangkatan penyidik diatur dalam, peraturan 
pemerintah (PP) diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan 
dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. 
Sehubungan dengan hal itu perlu kiranya diketahui bahwa sudah ada 
Surat Keputusan Menteri Hankam/Pangab tertanggal 13 Juni 1974 No. 
Kep/B/17/VI/1974 yang telah menentukan antara sekurang-kurangnya 
pembantu Letnan Dua dan harus memenuhi syarat-syarat (Soesilo, 
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1982:26): 
a. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan 
Tingkat Atas, atau sekurang-kurangnya berpendidikan 
Sekolah Bintara polisi; 
b. Mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang 
berhubungan dengan penyidikan; 
c. Mempunyai kecakapan dan kemampuan, baik psikis 
maupun fisik untuk melakukan tugas penyidikan; 
d. Dan berkelakuan baik dan tidak tercelah; 
 
Lebih lanjut peraturan kepangkatan pejabat penyidik kepolisian 
tersebut telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No. 
27 Tahun 1983; dan syarat kepangkatan pejabat penyidik di atur dalam 
bab 11 PP No. 27 Tahun 1983. Adapun ' syarat kepangkatan dan 
pengangkatan pejabat penyidik kepolisian seperti yang diatur dalam 
bab II, PP No. 27 Tahun 1983 adalah sebagai berikut:  
1) Pejabat Penyidik: 
Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabatpenyidik  
penuh  harus  memenuhi  syarat kepangkatan  danpengangkatan: 
- Sekurang-kurangnya berpangkat  pembantu  Letnan  Dua Polisi, 
atau; 
- Yang berpangkatbintara dibawah pembantu Letnan Dua apabila 
dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang 
berpangkat pembantu Letnan Dua. 
- Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia 
diketahui pula bahwa sekalipun Pasal 2 ayat (2) PPNo. 
27Tahunl983. 
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Diketahui pula bahwa sekalipun Pasal 2 ayat (2) PP No. 27 
Tahun 1983 mengatakan bahwa syarat kepangkatan pejabat penyidik 
sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan dua, namun 
mengingat kurangnya tenaga personal yang belum memadai terutama 
di daerah-daerah atau di kantor sektor kepolisian maka di daerah sektor 
kepolisian tersebut, peraturan pemerintah masih memperkenankan 
jabatan penyidik dipangku oleh seorang anggota kepolisian yang 
berpangkatbintara. Kepangkatan yang serupa ini memang tidak serasi 
jika ditinjau dari sudut keseimbangan kepangkatan penuntut umum 
maupun kepangkatan seorang hakim yang bertugas di Pengadilan 
Negeri dan juga kepangkatan bintara kurang sesuai dengan 
kemampuan personal yang bersangkutan karena hal ini akan membawa 
dampak yang kurang dapat dipertanggung jawabkan yang ditinjau dari 
segi kemampuan kematangan melakukan penyidikan. 
Menurut Pasal 2 mengenai penyidik yang sebagaimana diatur 
dalam Pasal 2A, Pasal 2B dan Pasal 2C adalah sebagai berikut: Pasal 
2A 
1. Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian 
Negara Republik Indonesia calon hams memenuhi 
persyaratan: 
a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan 
berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang 
setara; 
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b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) 
tahun; 
c. Mengikuti dan lulus pendidikan 
pengembanganspesialisasifungsi reserse kriminal; 
d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan 
suratketerangan dokter; 
e. Memiliki kemampuan dan integritas kemampuan yang 
tinggi. 
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkut oleh 
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
3. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dilimpahkan kepada Pejabat Kepolisian RepublikIndonesia 
yang ditunjuk dapat menunjukkan Inspektur Dua Polisi lain 
sebagai penyidik. 
Pasal 2B 
Dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang 
berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk 
Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik Pasal 2C 
Dalam hal pada suatu sektor Kepolisian tidak ada penyidik yang 
memenuhi persyaratan sebagai dimaksud dalam pasal 2 A ayat (1), Kepala 
Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara dibawah Inspektur Dua Polisi 
karena jabatannya adalah penyidik. 
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2) Penyidik Pembantu 
Yang dimaksud dengan penyidik pembantu menurut Pasal 1 butir 3 
KUHAP yaitu pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena 
diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur 
dalam Undang-Undang ini. 
Pejabat polisi yang diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam 
Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983. Menurut ketentuanini, syarat kepangkatan 
untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu yaitu: 
a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi; atau 
b. Pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian negarAdengan syarat 
sekurang-kurangnya berpangkat pengaturmuda (golongan Il/a); dan 
c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas 
usul komandan atau pemimpin kesatuan masing-masing. 
Yang menjabat sebagai penyidik pembantu tidak selamanya berasal 
dari kalangan polri, tetapi bisa juga dari kalangan pegawai sipil yang bekerja 
di lingkungan kepolisian, asalkan pegawai sipil polri tersebut harus 
mempunyai keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu; misalnya ahli 
kimia dan atau ahli patologi. Kalau pegawai sipil polri yang demikian tidak 
bisa diangkat sebagai penyelidik pembantu, mungkin akansering 
menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan. 
Untuk      sekedar      mendapat      penjelasan      ataspengklasifikasian 
penyidik,  mungkin  diterima alasan yangdikemukakan pada buku Pedoman 
Pelaksanaan KUHAP, yangmenjelaskan latar belakang urgensi pengangkatan 
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penyidikpembantu, yang dapat disimpulkan (Harahap, 1988 :133): 
1. Disebabkan terbatasnya tenaga polri yang berpangkat tertentu sebagai 
pejabat penvidik, terutama sektor kepolisian di daerah-daerah terpencil, 
masih banyak yang dipangku oleh pejabatkepolisian yang 
berpangkatbintara.  
2. oleh karena itu, seandainya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-
kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polri, sedangkan berpangkat 
demikian belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan 
banyaknya jumlah sektor kepolisian, hal seperti itu akan menimbulkan 
hambatan bagi pelaksanaan fungsi penyidikan tidak berjalan di daerah-
daerah. 
 
2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mengatur tentangpegawai 
negeri sipil (PNS) yang mempunyai fungsi dan wewenangsebagai 
penyidik.Pada dasarnya wewenang yang mereka milikibersumber pada 
ketentuan undang-undang pidana khusus, yangtelah menetapkan sendiri 
pemberian wewenang penyidikan padasalah satu Pasalnya, misalnya: 
a. Pasal 7 Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1958 yang menegaskan: 
selain daripada pegawai yang pada umumnyadiwajibkan mengusut 
tindak pidana diwajibkan juga mengusuttindak    pidana    menurut    
Undang-Undang    Darurat    ini(Undang-Undang Imigrasi) yaitu 
pejabat-pejabat imigrasi. 
b. Pasal 17 Undang-Undang Darurat No.7 Tahun 1955, antara 
laiNmenunjuk pegawai negeri sipil sebagai penyidik dalam peristiwa 
tindak pidana ekonomi. 
Dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP bahwa PPNS sebagaimana 
yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mempunyai wewenang 
sesuai dengan undang-undang yang menjadilandasan hukumnya masing-
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masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan 
pengawasan penyidik polri. 
Mengenai hal ini, Harahap (1988:113) berusaha memperinci 
kedudukan dan wewenang PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan: 
a. PPNS kedudukannya berada dibawah: 
- koordinasi penyidik polri, dan 
- pengawasan penyidik polri 
b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik polrimemberikan petunjuk 
kepada penyidik PNS tertentu,dan memberikan bantuan penyidikan 
yang diperlukan(Pasal 107 ayat (1) KUHAP). 
c. PPNS tertentu, hams melaporkan kepada penyidik polritentang adanya 
suatu tindak pidana yang sedangdiselidikinya, jika dari penyidikan itu 
oleh PPNS adaditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak 
pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP). 
d. Apabila PPNS telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan 
itu harus diserahkan kepada penuntut umum.Cara penyerahannya 
kepada penuntut umum dilakukanPPNS melalui penyidik polri (Pasal 
107 ayat (3)KUHAP). 
e. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang 
telah dilaporkannya pada penyidik polri,  maka penghentian 
penyidikan tersebut harusdiberitahukannya kepada penyidik polri dan 
penuntutumum (Pasal 109 ayat 3 KUHAP). 
Berhubung dengan point (d), apabila hasil penyidikanpejabat PNS 
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tersebut belum sempurna, apakah penyidik polri harusmengembalikan berkas 
penyidikan tersebut kepada PPNS untukdisempurnakan ataukah penyidik polri 
sendiri yang turun tanganuntuk menyempurnakan laporan tersebut? 
Berkaitan dengan hal tersebut menurut beliau, hal ini bisa saja 
dilakukan oleh penyidik polri karena penyidik polri mempunyai wewenang 
sebagai koordinator dan pengawasan terhadap PPNS (Pasal 7 ayat 2 
KUHAP).Jadi penyidik polri mempunyai wewenang untuk memeriksa 
kembali dan atau menyuruh memeriksa kembali hasil penyelidikan PNS 
kepada PPNS.Yang Berhak Melapor. 
Sebelum mengetahui siapa yang berhak melapor, terdahulunya 
dipaparkan apa yang dimaksudkan dengan laporan dan pengaduan. Laporan 
adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau 
kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang 
tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana (Pasal 1 
butir 24 KUHAP). Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai dengan 
permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang 
untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana 
aduan yang merugikannya.(Pasal 1 butir 25 KUHAP). 
Kedua   pengertian   tersebut   menurut   Achmad   Junaedi(sewaktu 
menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang pembinaan,dalam bukunya 
pedoman untuk para jaksa, halaman (3) menulisperbedaan   antara   laporan   
dan   pengaduan   sebagai   berikut(Bawengan, 1977 :28): 
1. Pengaduan bukan saja berisi laporan akan tetapi juga permintaan  
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supaya  yang  melakukan  tindak  pidanadituntut. 
2. Laporan diajukan sembarang waktu, pengaduan hanya dalam waktu 
tertentu saja. 
3. Pengaduan dapat ditarik kembali sedangkan laporantidak. 
4. Laporan dapat diajukan oleh setiap orang, sedangkan pengaduan hanya 
oleh orang-orang tertentu yang disebutdalam undang-undang dan 
dalam kejahatan tertentu saja. 
Untuk    memperjelas    perbedaan    antara    laporan    danpengaduan 
di atas, beliau mengemukakan sebuah contoh: 
Si A mengemukakan sebuah surat kepada badan penegak hukum 
yang isinya menghendaki tindakan tegas terhadap B. Oleh karena B telah 
memperkosa gadis kecil usia 15 tahun bernama C yang merapakan 
anaknya pelapor. Surat itu disertai dengan tanda tangan A sebagai pelapor. 
 
Yang menjadi  pertanyaan disini:  Apakah surat  A itumerupakan suatu 
laporan atau pengaduan? 
Menurut Bawengan (1977 : 19) mengatakan bahwa: 
Surat itu merupakan suatu laporan yang berisi pengaduan: karena si 
Ameiaporkan bahwa peristiwa pidana itu telah terjadi dan ia menghendaki 
pula agar penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap pelaku. 
Oleh karena itu beliau berkesimpulan bahwa setiap pengaduan 
mengandung arti laporan dan sebaliknya setaip laporan tidak selalu^ 
berbentuk pengaduan. 
Lain halnya menurut Harahap (1988,:  115) berpendapatbahwa: 
Secara formilnya, tidak terdapat perbedaan hakiki antar laporan dan 
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pengaduan.Dikatakan demikian karena keduanya sama-sama mengandung 
arti pemberitahuan seseorang kepada pejabat yang berwenang menerima 
laporan dan pengaduan.Perbedaannya terletak pada jenis hukum materil 
atau jenis kejahatan tindak pidana yang diberitahukan.  Pada laporan, 
pemberitahuannya bersifatumum, meliputi selurah jenis tindak pidana, 
sedangkan pada pengaduan merupakan pemberitahuan dari seseorang 
kepada pejabat yang berwenang tentang tindak pidana aduan ataitMacht 
delik yang menimbulkan kerugian kepadanya, seperti tindak pidana yang 
diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHAP. Muncul  pertanyaan:   siapa yang 
berhak menyampaikanlaporan atau penganduan? Untuk mengetahui hal ini 
dapat dilihatpada bab XIV (penyidikan) sebagaimana yang ditentukan 
dalamPasal 108 KUHAP : 
a. Setiap orang yang mengalami, melihat, meyaksikan atau menjadi korban 
peristiwa pidana, berhak untuk mengajukanlaporan atau pengaduan kepada 
penyidik atau penyelidik. 
b. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untukmelakukan tindak 
pidana terhadap ketentraman dan keamananumum atau terhadap jiwa atau 
terhadap ketentraman hak milik,wajib seketika itu juga melaporkan hal 
tersebut kepada penyidikatau penyelidik. 
c. Pegawai negeri dalam rangka menjalankan tugasnya yangmengetahui 
terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidanawajib  segera 
melaporkan hal  itu kepada penyelidik  ataupenyidik. 
Dari uraian ketentuan di atas, undang-undang telah membagidua (2) 
27 
 
kelompok pelapor, yaitu antara lain: 
1) Orang yang diberi hak melapor atau mengadu. 
2) Hak ini diberikan kepada orang tertentu, yakni orang yangmengalami, 
melihat, menyaksikan atau orang yang menjadikorban tindak pidana 
yang terjadi, berhak menyampaikanlaporan kepada penyelidik atau 
penyidik.  
3) Terdapat   kelompok   pelapor   atas   dasar   kewajiban   
yangdibebankan hukum kepada mereka. 
Ini adalah kebalikan yang pertama.Sifat kelompok pelapor yang kedua 
merupakan kewajiban bagi orang-orang tertentu, yaitu orang yang mengetahui 
pemufakatan untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum, 
atau terhadap jiwa atau hak milik. 
1. Penyampaian laporan atau pengaduan. 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan 7 KUHAP, dihubungkan pula 
dengan Pasal 108 KUHAP, pelaporan atau pengaduan disampaikan atau 
diajukan kepada: 
- Penyelidik. 
- Penyidik. 
- Penyidik pembantu. 
2. Bentuk dan cara mengajukan laporan atau pengaduan 
a. Bentuk laporan atau pengaduan 
Untuk menjelaskan hal ini dapat dilihat dan diteliti pada ketentuan Pasal 
108 ayat (1), (4), (5) dan (6) KUHAP. Menurut ketentuan tersebut, bentuk 
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laporan atau pengaduan: 
- Dapat diajukan dengan lisan. 
- Dapat diajukan dengan tulisan.  
b. Cara   mengajukan   atau   menyampaikan   laporan    atau pengaduan, 
yaitu: 
1. Kalau laporan berbentuk lisan, maka laporan atau pengaduan tersebut 
dicatat oleh pejabat yang menerima laporan, setelah dicatat, laporan 
atau pengaduan itu ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan si 
penerima laporan (penyidik, penyidik pembantu atau penyelidik). 
2. Jika laporan atau pengaduan yang diajukan kepada pejabat (penyelidik, 
penyidik atau penyidik pembantu) berbentuk tertulis, haras 
ditandatangani oleh pelapor atau pengadu. 
3. Jika dalam hal pelapor/pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus 
disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan (Pasal 103 
ayat 3 KUHAP). 
4. Setelah pejabat (penyelidik, penyidik atau penyidik pembantu) 
menerima laporan/pangaduan, pejabat tersebut memberikan surat tanda 
penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan (Pasal 
108 ayat 6 KUHAP). 
Tertangkap Tangan 
Mengenai hal ini ada dua (2) pengertian yang dipaparkan yakni: 
1. MenurutHIR 
Dalam Pasal 51 HIR, yang dimaksud dengan tertangkap tangan atau 
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kedapatan tangan berbuat yaitu bila kejahatan atau pelanggaran sedang 
dilakukan atau dengan segera kedapatan sesudah dilakukan atau bila dengan 
segera sesudah itu ada orang diseruhkan oleh suara ramai sebagai orang yang 
melakukannya atau bila padanya kedapatan barang-barang, senjata-senjata, 
alat perkakas atau surat- surat yang menunjukkan bahwa kejahatan atau 
pelanggaran itu ia yang melakukan atau membantu melakukan. 
2. MenurutKUHAP 
Tertangkap tangan atau Heterdaad seperti yang termuat dalam Pasal I 
butir 19 KUHAP dapat diuraikan sebagai berikut: 
- Tertangkap pada waktu sedang melakukan tindak pidana; 
artinya:    si    pelakunya    dipergoki    oleh    orang    lain, 
sewaktupelaku sedang bereaksi melakukan tindak pidana; 
contoh: (Soesilo, 1982 : 32): 
Seorang Bayangkara sedang meronda melihat dengan mata kepala 
sendiri seorang sedang mengambil (mencuri) bola lampu listrik di 
jalan.Pencuri itu tertangkap pada waktu sedang melakukan 
pencurian. 
- Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. 
Maksud dari kalimat di atas bagi KUHAP tidak dijelaskan secara 
terperinci. Melihat begitu kabumya kalimat tersebut maka penulis mengacu 
pada kedua pakar hukum yaitu Soesilo dan Harahap yang membatasi arti dari 
segera sesudah beberapa saat yaitu bahwa identik dengan peristiwa pidana 
masih hangat, artinya keadaan kejadian pada waktu dijumpai oleh seseorang 
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masih utuh seperti dalam keadaan waktu tindak pidana dilakukan. Sedikitpun 
belum mengalami perubahan, serta si pelakunya masih ada atau masih 
dijumpai sekitar tempat kejadian. 
Sebagai contoh (Soesilo, 1982 :118) mengemukakandalam bukunya: 
Seseorang Bayangkara mendengar suara orang berteriak minta 
tolong.Saat itu terlihat olehnya ada orang yang lari keluar dari ruinah 
dengan tangannya berlumuran darah.Sesudah orang itu ditangkap dan 
diperiksa oleh Bayangkara itu ternyata bahwa orang tersebut baru saja 
menganiaya seseorang.Tindak pidana penganiayaan ini menurut beliau 
tergolong dalam kedapatan tangan/tertangkap tangan. 
 
- Tertangkap sesaat sesudah diseruhkan oleh kelayak ramaisebagai orang 
yang melakukan delik. 
Artinya si pelaku tindak pidana itu masih dilihat, dikelilingi dan 
diteriakan oleh kelayak ramai bahwa orang itu merupakan pelakunya. 
Namun dalam hal ini para penegak hukum harus sangat hati-hati, 
mengingat betapa pintarnya seorang penjahat mengalihkan perhatian orang 
banyak kepada seseorang yangkebetulan lewat dan tak tahu menahu tentang 
apa yang terjadi. Hal ini bisa mengakibatkan si penjahatnya bisa lepas 
atau.kabur dan orang yang tak bersalah itu terpaksa menanggung akibatnya. 
Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesalahan dalampenangkapan maka 
dalam bertindak, penegak hukum janganterlalu cepat dan emosional.  
Sekurang-kurangnya, harusdijumpai petunjuk atau barang bukti yang serasi 
dengan apayang diceritakan oleh khalayak ramai tersebut. 
Sebagai contoh untuk memperjelas arti tertangkap tangan pada point 
ke-3 ini: Seorang Polri melihat seorang berlari dikejar orang banyak dan 
berteriakcopet-copet. Oleh si Polri orang itu ditangkap dan setelah itu diusut, 
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ternyata bahwa ia baru saja mencuri dompet berisi uang dari saku celana 
orang yang sedang lewat di jalan dan tergesa-gesa dilemparkannya pada 
waktu ia melarikan diri. Jadi dapat dikatakan bahwa pencuri itu tertangkap 
tangan sesaat kemudian diseruhkan oleh khalayak ramai sebagai pelakunya. 
Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga 
keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan 
bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan 
tindak pidana itu. 
Sesaat kemudian dalam pengertian ini dapat diartikan bahwa tidak 
lama waktunya dari saat terjadinya tindak pidana pada seseorang kedapatan 
benda yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya; misalnya: si A 
menjumpai B yang sedang membawa sebuah tas pakaian dengan cara yang 
sangat mencurigakan. Ternyata seketika itu pula diusut iebih lanjut bahwa tas 
tersebut dicuri dari tempat jemuran si C yang berada disamping kejadian itu, 
belum lama yang lalu. 
Berkaitan dengan masalah tertangkap tangan, Pasal 111  KUHAP telah 
memberi landasan tentang cara-cara penyelesaiannya, seperti terurai di bawah 
ini:  
1. Pasal 111 ayat (1) KUHAP, berbunyi: 
Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap 
orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan 
keamanan umum, wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau 
tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyelidik. 
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Dari bunyi Pasal ini tampak jelas dua (2) kelompok orang yang 
mempunyai hak dan kewajiban yaitu: 
a. Setiap orang tanpa kecuali berhak menangkap orang yang tertangkap 
tangan melakukan tindak pidana apabila dilihatnya. 
b. Bagi setiap orang atau pejabat yang mempunyai wewenang dalam tugas 
ketertiban. ketentraman dan keamanan,wajibmenangkap seseorang    yang 
tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana  
2. Pasal 111 ayat (2) KUHAP, berbunyi: 
Setelah menerima penyerahan tersangka sebagimana dimaksud pada 
ayat (1), penyidik atau penyelidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan 
tindakan lain dalam rangka penyidikan. Dari bunyi Pasal ini, ada dua hal yang 
harus diketahui yaitu: 
- Orang yang menangkap orang yang tertangkap tangan melakukan suatu 
tindak pidana harus segera menyerahkan kepada penyelidik atau penyidik 
terdekat, karena pada Pasal 19 ayat (1) KUHAP telah memberikan batas 
waktu penangkapan yaitu tidak lebih dari satu hari. 
- Sisi lain pihak/pejabat penyelidik atau penyidik harus secepatnya 
melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut 
terhadap tersangka tertangkap tangan tersebut, karena apabila dia lalai 
maka ada Pasal tertentu Undang-Undang ini mengancamnya yaitu Pasal 50 
ayat (1) KUHAP yang memberikan hak kepada tersangka untuk segera 
mendapat pemeriksaan. 
3. Pasal 111 ayat (3) KUHAP, berbunyi: 
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Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera 
datang ketempat kejadian, dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan 
tempat itu selama pemeriksaan disitu belum selesai. 
Dari bunyi Pasal ini, ada dua hal yang harus diketahui bahwa: 
- Penyelidik atau penyidik mempunyai kewajiban untuk segera mendatangi 
tempat kejadian seperti yang dilaporkan. 
- Setiap orang yang berada di tempat kejadian itu yang tidak berkepentingan 
dengan kejadian tersebut, penyidik atau penyelidik dengan tegas melarang 
mereka untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan belum selesai. 
4. Pasal 111 ayat (4) KUHAP, berbunyi: 
Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di * 
tempat sampai pemeriksaan dimaksud selesai. 
b. Fungsi Penyidik 
Untuk mengetahui secara umum fungsi pejabat penyidik dan penyidik 
pembantu, dapat diketahui dari ketentuan yang di atur dalam Pasal 7 ayat (1) 
KUHAP.Apa yang menjadi wewenang penyidik pembantu meliputi seluruh 
wewenang yang dimiliki oleh pejabat penyidik, kecuali mengenai penahanan. 
Penyidik pembantu dalam melakukan tindakan penahanan harus lebih 
dahulu mendapat pelimpahan fungsi dari pejabat penyidik sebagaimana yang 
ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi: Penyidik 
pembantu mempunyai fungsi seperti yang tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) 
KUHAP, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan 
pelimpahan fungsi dari penyidik. 
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Adapun fungsi penyidik seperti terperinci di dalam Pasal 7 ayat (1) 
KUHAP, yaitu: 
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 
pidana. 
2. Melakukan tindakan pertarna pada saat di tempat kejadian. 
3. Menyurah  berhenti   seorang   tersangka   dan   memeriksa  tanda pengenal 
diri tersangka. 
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan dan penyitaan. 
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan sural 
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi. 
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara. 
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 
c. Proses Penyidikan 
KUHAP hanya menyebutkan, bahwa penyidikan adalah serangkaian 
tindakan penyidik, apabila ditafsirkan secara sistematis dengan tugas dan 
fungsi penyidik yang ada di dalam KUHAP tentunya masih kurang konkrit. 
Namun, di dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen 
Penyidikan Tindak Pidana, khususnya di dalam Pasal 4 dan Pasal 15 mengatur 
tentang dasar dilakukannya penyidikan, dan tahapan kegiatan penyidikan atau 
proses penyidikan. 
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Pasal 4 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan 
Tindak Pidana menyebutkan, bahwa dasar dilakukannya penyidikan yaitu: 
1. Laporan polisi/pengaduan; 
2. Surat Perintah Tugas; 
3. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP); 
4. Surat Perintah Penyidikan; dan 
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). 
Berbeda halnya dengan dimulainya penyelidikan berasal dari empat 
macam sumber tindakan, maka penyelidikan dimulai ketika terdapat salah 
satu dari lima hal tersebut di atas. 
Pasal 15 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen 
Penyidikan Tindak Pidana yang menyebutkan tahapan penyidikan terdiri dari:  
1. Penyelidikan; 
2. Pengiriman SPDP; 
3. Upayapaksa; 
4. Pemeriksaan; 
5. Gelar perkara; 
6. Penyelesaian berkas perkara; 
7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum; 
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan 
9. Penghentian penyidikan. 
B. Tersangka 
1. Pengertian Tersangka 
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Menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP, tersangka adalah seorang yang 
karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut 
diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan definisi dari tersangka 
tersebut di atas terdapat beberapa kata kunci yang harus diperhatikan, 
yaituperbuatan, keadaan dan bukti permulaan yang cukup sebagai dasar 
penetapan tersangka, 
Jadi menurut BambangPurnomo (1994:100) bahwa Seseorang 
disebut sebagai tersangka apabila dia berbuat sesuatu, "...karena 
perbuatannya...".Dengan demikian perbuatan ini harus ditafsirkan adanya 
perbuatan dari pelaku, baik perbuatan aktif maupun pasif dari pelaku. 
Perbuatan aktif yaitu pelaku me-lakukan suatu perbuatan yang patut 
diduga suatu tindak pidana, misalnya mengambil, menghilangkan nyawa 
orang lain dan sebagainya. Sedangkan perbuatan pasif yaitu, pelaku tidak 
melakukanapa-apa padahal dia dapat melakukan sesuatu untuk mencegah 
atau menghalang-halangi terjadinya suatu tindak pidana atau terjadinya 
tindak pidana. Contohnya, seseorang tidak melakukan apa-apa ketika 
melihat orang lain sedang tenggelam disebuah kolam padahal dirinya 
mampu berenang dan sanggup menyelamatkan orang tenggelam tersebut, 
namun dia memilih untuk diam saja tidak melakukan sesuatu. Inipun dapat 
dikategorikan sebagai perbuatan pasif. 
Mengenai keadaan menurut TolibEffeni (2014:59) tentunya 
berbeda dengan perbuatan pasif atau .tidak berbuat sesuatu. "Keadaan" 
dapat diterjemahkan sebagai "kondisi", yang artinya karena kondisinya 
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patut diduga terlibat dengan tindak pidana. Contoh, dalam suatu 
penangkapan terhadap aktifitas yang diduga adalah transaksi narkoba di 
sebuah rumah kos yang terdiri dari 3 kamar, dan transaksi terjadi di salah 
satu kamar, maka kedua kamar yang lain yang mungkin tidak tahu 
menahudengan aktifitas yang terjadi di salah satu kamar akan dijadikan 
tersangka sampai semuanya jelas. Dua kamar yang lain tidak berbuat 
sesuatu pun tidak mendiamkan sesuatu, akan tetapi karena kondisi nya 
berada di tempat kejadian perkara, maka patut diduga turut serta sebagai 
pelaku tindk pidana.  
2. Bukti Permulaan 
Seterusnya bukti permulaan akan diuraikan tersendiri yang cukup 
sebagai dasar penetapan tersangka. Bukti permulaan diatur di dalam 
peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 
14 Tahun 2012 ten-tang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, di 
dalamPasal 1 butir 21 yang berbunyi, "Bukti Permulaan adalah alat bukti 
berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan 
untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai 
dasar untuk dapat dilakukan penangkapan". Laporan polisi adalah laporan 
peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri 
maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena 
hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Sedangkan alat bukti yang sail adalah Alat bukti yang sah adalah 
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan 
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terdakwa. 
Dengan demikian dasar untuk menentukan status tersangka kepada 
seseorang adalah adanya laporan polisi ditambah dengan salah satu dari 
keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau petunjuk. Seseorang dengan 
status sebagai tersangka tindak pidana, maka proses yang sedang dialami 
adalah proses penyidikan, karena definisi dari penyidikan adalah 
serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang 
diaturdalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yangdengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi 
danguna menemukan tersangkanya. Jadi tujuan dari penyidikan adalah 
salahsatunya untuk menemukan tersangka,  secara otomatis jika 
tersangkaditemukan, maka salah satu tujuan penyidikan telah tercapai. 
C. Hak-Hak Tersangka 
Adapun hak-hak tersangka sebagaimana diatur di dalam KUHAP. 
Andi Sofian (2013:58-65) menyebutkan ada 27 hak tersangka, yaitu : 
1. Hak untuk segera diperiksa perkaranya, sebagaimana menurut Pasal 50 
KUHAP, yaitu: 
1) Berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya 
dapat diajukan kepada penuntut umum. Bahkan tersangka yang ditahan 
dalam waktu satu had setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia 
harus mulai diperiksa oleh penyidik. (Pasal 122 KUHAP). 
2) Berhak perkaranya segera dimajukan atau dilanjutkan ke pengadilan 
oleh penuntut umum. 
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3) Berhak segera diadili oleh pengadilan. 
4) Hak untuk mempersiapkan pembelaan, sebagaimana menurut Pasal 51 
huruf a KUHAP, bahwa : 
a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa 
yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya 
pada waktu pemeriksaan dimulai; 
b. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa 
yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. 
2. Hak untuk bebas memberikan keterangan, sebagaimana menurut Pasal 52 
KUHAP, bahwa "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan: tersangka 
berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. 
3. Hak untuk mendapatkan jura bahasa, sebagaimana menurut Pasal 53 ayat 
(1) KUHAP, bahwa "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan 
tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan jura bahasa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177". 
4. Hak untuk mendapatkan penerjemah, sebagaimana menurut Pasal 53 ayat 
(2) KUHAP, bahwa "Dalam hal tersangka bisu dan atau tuli diberlakukan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178". 
5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana menurut Pasal 54 
KUHAP, bahwa "Guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak 
mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama 
dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang 
ditentukan dalam undang-undang ini". 
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6. Hak untuk memilih penasihat hukum, sebagaimana menurut Pasal 55 
KUHAP, yaitu "Berhak untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut 
dalam Pasal 54, dan berhak memilih sendiri penasihat hukumnya". 
7. Hak untuk didampingi penasihat hukum secara cuma-cuma, sebagaimana 
menurut menurut Pasal 56 KUHAP, bahwa apabila: 
a. Dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang 
diancamdengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun 
atau lebihatau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan 
pidana limatahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum 
sendiri,pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan 
dalamproses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. 
b. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-
cuma. 
8. Hak untuk menghubungi penasihat hukumnya, sebagaimana menurut Pasal 
57 ayat (1) KUHAP, bahwa "Tersangka yang dikenakan penahanan, 
berhakmenghubungi     penasihat     hukumnya     sesuai     dengan     
ketentuan undang-undang". 
9. Hak untuk menghubungi perwakilan negaranya, sebagaimana menurut 
Pasal 57 ayat (2) KUHAP, bahwa "Tersangka yang berkebangsaan asing 
yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan 
perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya. 
10. Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, sebagaimana menurut Pasal 
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58 KUHAP, bahwa "Tersangka yang dikenakan penahanan berhak 
menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk 
kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara 
maupun tidak". 
11. Hak untuk diberitahukan atau menghubungi keluarganya, sebagaimana 
menurut Pasal 59 KUHAP, bahwa "Tersangka yang dikenakan penahanan 
berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang 
berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses 
peradilan,kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan 
tersangka ataupunorang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka 
untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. 
12. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan, sebagaimana menurut 
Pasal 60 KUHAP, bahwa "Tersangka berhak menghubungi dan menerima 
kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau 
lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan 
penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum. 
13. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan keluarganya, 
sebagaimana menurut Pasal 61 KUHAP, bahwa "Tersangka berhak secara. 
langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan 
menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada 
hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau 
untuk kepentingan kekeluargaan. 
14. Hak untuk surat menyurat, sebagaimana menurut Pasal 62 ayat (1) 
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KUHAP 15 "Tersangka berhak mengirim surat kepada penasihat 
hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak 
keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi, 
tersangka disediakan alat tulis menulis. 
15. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan, 
sebagaimana menurut Pasal 63 KUHAP, bahwa "Tersangka berhak 
menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan. 
16. Hak untuk mengajukan saksi yang meringankan, sebagaimana menurut 
Pasal 65 KUHAP, bahwa "Tersangka berhak untuk mengusahakan dan 
mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna 
memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (saksi A De 
Chrage)". 
17. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana menurut 
Pasal 66 KUHAP., bahwa "Tersangka tidak dibebani kewajiban 
pembuktian". 
18. Hak untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana menurut: 
a. Pasal 30 KUHAP, bahwa "Apabila tenggang waktu penahanan sebagai-
mana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 
atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 29 
ternyata tidak sah, tersangka berhak minta ganti kerugian sesuai dengan 
ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96". 
b. Pasal 95 ayat (1) KUHAP, bahwa "Tersangka berhak menuntut ganti 
kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan 
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tindakan lain 16, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau 
karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan". 
c. Pasal 95 ayat (2) KUHAP, bahwa "Tersangka berhak menuntut ganti 
kerugian karena yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri". 
19. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, sebagaimana 
menurut: 
a. Pasal 68 KUHAP, bahwa "Terdakwa berhak menuntut ganti 
kerugiandan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9517 dan 
selanjutnya". 
b. Pasal 81 KUHAP, bahwa "tersangka berhak untuk mengajukan 
permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya 
penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian 
penyidikan atau penuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan 
menyebut alasannya". 
20. Hak untuk diperiksa di tempat kediaman, sebagaimana menurut Pasal 119 
KUHAP, bahwa "Dalam hal tersangka yang harus didengar keterangannya 
berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang 
menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau 
saksidapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat 
tinggal tersangka tersebut". 
21. Hak untuk mendapat rehabilitasi, sebagaimana menurut Pasal 97 ayat (3) 
KUHAP, bahwa "Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan 
atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau 
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kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke 
Pengadilan Negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam 
Pasal 77". 
22. Hak untuk segera diperiksa, sebagaimana menurut Pasal 122 KUHAP, 
bahwa "Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah 
perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik". 
23. Hak untuk mengajukan keberatan, sebagaimana menurut Pasal 123 ayat 
(1) KUHAP 18, bahwa atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan 
atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang 
melakukan penahanan itu". 
24. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana menurut Pasal 114 
KUHAP bahwa "Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak 
pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib 
memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan 
hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh 
penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56". 
25. Hak untuk mendapatkan saksi yang meringankan, sebagaimana 
menurutPasal 116 ayat (3) KUHAP, bahwa "Hak tersangka untuk 
mendapatkan saksi yang dapat meringankan atau yang menguntungkan 
baginya". 
26. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, sebagaimana menurut 
Pasal 117 ayat (1) KUHAP, bahwa "Hak tersangka untuk memberikan 
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keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan bentuk 
apapun". 
27. Tersangka yang sakit, maka tersangka yang sakit dan diharuskan dirawat 
di luar Rutan, yaitu dirawat di rumah sakit, maka berhak dirawat di luar 
Rutan demikian sebagaimana menurut Pasal 9 Keputusan Menkeh RI. No. 
M.04UM. 01.06/1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan 
dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara. 
D. Bantuan Hukum 
1. Pengertian Bantuan Hukum 
Terhadap orang yang dapat memberikan "bantuan hukum" kepada 
tersangka/terdakwa disebut "penasihat hukum", sedangkan pengertian 
penasihat hukum menurut Pasal 1 angka 13 KUHAP, yaitu seorang yang  
memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang 
untuk memberi bantuan hukum. Demikian pula pengertian bantuan hukum 
menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 
tentang Advokat bahwa "Bantuan hukum adalah jasa hukum yang 
diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak 
mampu". 
Jadi   pengertian   bantuan   hukum  menurut  Pasal   1   angka   9 
Undang-undang RI No. 18 Tahun 2003 di atas, bahwa bantuan hukum 
olehseorang advokat yang diberikan kepada seseorang (klien) secara 
cuma-cuma dalam hal penunjukan hakim karena klien yang tidak mampu.. 
Demikian pula menurut Keputusan Mahkamah Agung RI No. 
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5/KMA/1972 tanggal 22 Juni 1972, pemberi bantuan hukum itu 
dikategorikan ke dalam 3 golongan, yaitu: 
1. Pengacara (advokat/procureur), yaitu mereka yang sebagai mata 
pencaharian menyediakan diri sebagai pembela dalam perkara pidana 
atau kuasa/wakil dari pihak-pihak dalam perkara perdata dan yang telah 
mendapat surat pengangkatan dari Departemen Kehakiman. 
2. Pengacara praktek, yaitu mereka yang sebagai mata pencaharian 
(beroep) menyediakan diri sebagai pembela atau kuasa/wakil dari 
pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi tidak termasuk dalam 
golongan tersebut di atas. 
3. Mereka yang karena sebab-sebab tertentu secara insidentil membela 
atau mewakili pihak-pihak yang berperkara. 
Demikian pula setelah lahirnya Undang-undang RI No. 16 Tahun 
2011 tentang Bantuan Hukum, maka Pasal 1, yang berbunyi: 
1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi 
Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. 
3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau 
organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum 
berdasarkan Undang-Undang ini. 
2.  Tujuan Pemberian Bantuan Hukum 
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 02.UM.09.08 
Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian bantuan Hukum, dalam 
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konsiderannya, bahwa "tujuan pemberian bantuan hukum itu, adalah dalam 
rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, perlu adanya 
pemerataan bantuan hukum khusus bagi mereka yang tidak atau kurang 
mampu, sehingga didalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 
Tahun 2003 tentang Advokat, ditegaskan bahwa advokat wajib memberikan 
bantuan hukum secara cuma-Cuma kepada pemberi keadilan yang tidak 
mampu. 
Jadi sasaran bantuan hukum ini, adalah mereka/anggota masyarakat 
yang tidak atau kurang mampu.Oleh karena itu pemberian bantuan hukum ini 
diselenggarakan melalui badan peradilan umum (Pasal 1 ay at (1) Keputusan 
Menkeh. RI. No. N.02. JM.09.08 Tahun 1980). 
Bantuan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menkeh. II. No. 
N.02.UM.09.08 Tahun 1980, bahwa yang tidak/kurang mampu dalam perkara 
pidana, yang diancam dengan pidana: 
1. Lima tahun penjara atau lebih, seumur hidup atau pidana mati; 
2. Kurang dari lima tahun, tetapi perkara tersebut menarik perhatian 
masyarakat luas. 
Demikian pula dalam Undang-undang RI No. 16 Tahun 1011 tentang 
Bantuan Hukum, Pasal 3, yang berbunyi bahwa: Penyelenggaraan Bantuan 
Hukum bertujuan untuk: 
a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukura untuk 
mendapatkan akses keadilan; 
b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan 
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prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; 
c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan 
secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan 
mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
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BAB 3  
METODE PENELITTAN 
A. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian yang penulis jadikan sebagai sumber 
pengambilan data yaitu Polsek Tamalanrea Makassar alasan penulis memilih 
lokasi penelitian tersebut yakni: 
1. Agar data yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini dapat sesuai dengan 
judul skripsi dimaksud. 
2. Dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga mengingat penulis bertempat 
tinggal di Panaikang, Makassar. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 
adalah sebagai berikut: 
a) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden 
(tersangka di Polsek Tamalanrea Makassar), dengan menggunakan* 
metode wawancara dan angket (kuesioner). 
b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian 
kepustakaan {library research). Data ini dirampungkan dari berbagai 
literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang diperoleh penulis yaitu dari kantorPolsek 
Tamalanrea Makassar. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, 
maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan dua cara yaitu: 
1. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan data dengan 
cara membaca dan menelaah beberapa referensi dan dokumen-dokumen 
yang ada kaitannya dengan skripsi ini. 
2. Penelitian lapangan (field research), yaitu pengumpulan data dengan cara 
mengadakan penelitian secara langsung di lapangan. 
D. Teknik Analisis Data 
Data yang terkumpul baik melalui penelitian lapangan maupun 
penelitian kepustakaan akan bermakna jika diolah secara sistimatis. Untuk 
mengelola data tersebut penulis menggunakan teknik analisis data yakni 
deskriptif analisis; dengan perincian bahwa data yang merupakan hasil 
penelitian kepustakaan diolah secara kualitatif sedangkan data yang 
merupakan 
hasil penelitian lapangan diolah secara kuantitatif dan selanjutnya dijelaskan 
secara kualitatif. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Saat Penyidikan 
di Polsek Tamalanrea Makassar 
Sebelum penulis menguraikan tentang bantuan hukum tersangka pada 
saatpenyidikan di Polsek Tamalanrea Makassar, penulis awali dengan 
mengemukakandata sebagai berikut: 
Tabel 1 
Data Tentang Tersangka Yang Memerlukan Bantuan Penasehat Hukum 
Pada saat Penyidikan di Polsek Tamalanrea Makassar 
Tahun 2014-2017 
No. 
Urut 
Jenis kasus Jumlah Tersangka Yang Didampingi Penasehat 
Hukum 
Ket 
  2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017  
1. Pembunuhan 2 - 3 2 1 - 1 2  
2. Narkoba 1 3 2 2 1 1 2 1  
3. Pencurian 5 6 4 6 2 5 4 5  
4. Penganiayaa
n Berat 
1 2 - 2 - 1 - 2  
Sumber: Polsek Tamalanrea, April 2017 
Dari data tersebut di atas nampak bahwa ada tersangka yang dapat 
bantuanhukum, tetapi ada juga yang tidak mendapat bantuan hukum. Dal am 
setiap tahappemeriksaan khususnya pada pemeriksaan di tahap penyidikan, 
hak untukmendapatkan bantuan hukum sudah harus diberikan kepada 
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tersangka khususnyabagi mereka yang kurang mampu dan bagi mereka yang 
belum paham mengenaihukum. Sebagaimana yang di atur dalam Pasal 54 UU 
No. 8 Tahun 1981 tentangKUHAP, disitu dikatakan bahwa Guna kepentingan 
pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum baik dari 
seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap 
tingat pemeriksaan, menurut tatacara yang di atur dalam undang-undang ini. 
Jelas bahwa tersangka sejak dalam tahap pemeriksaan dipenyidikan sudah 
boleh menikmati atau memperoleh haknya, salah satunya adalah hak untuk 
mendapat bantuan hukum atau penasihat hukum. Dimana dalam UU No. 18 
Tahun 2003 Pasal 22 ayat 1 bahwa, Advokat wajib memberikan bantuan 
hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ini 
memberikan suatu pemahaman, dimana hak tersangka merupakan jaminan 
dari hak asasi manusia (HAM), dengan adanya bantuan hukum atau penasihat 
hukum membantu memberikan perlindungan terhadap tersangka dalam hal ini 
apa yang menjadi hak tersangka itu tidak dapat dicabut atau diganggu gugat. 
Agar tersangka ataupun terdakwa tidak diperlakukan sewenang-
wenang oleh penegak hukum.Maka pemerintah kemudian memberikan hak-
hak bagi tersangka dan terdakwa sebagaiman diatur dalam Bab VI KUHAP 
mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Hak-hak tersebut dapat 
dikelompokkan sebagai berikut:  
1. Hak tersangka atau Terdakwa segera mendapat pemeriksaan 
Penjabaran prinsip  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya 
ringandipertegas dalam Pasal 50 KUHAP, yang memberikan hak yang 
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sahmenuruthukum dan undang- undang kepada tersangka/terdakwa: 
a. Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik. 
b. Berhak segera diajukan ke sidang pengadilan 
c. Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan (speedy trial 
right). 
2.   Hak untuk melakukan pembelaan 
Untuk kepentingan mempersiapkan hak pembelaan tersangka atau 
terdakwa, undang-undang menentukan beberapa Pasal (Pasal 51 sampai 
dengan Pasal 57), yang dapat dirinci: 
a. Berhak diberitahukan dengan j elas dan dengan bahasa yang dimengerti 
oleh 
tentang apa yang disangkakan padanya. 
b. Hak pemberitahuan yang demikian dilakukan pada waktu pemeriksaan 
mulai dilakukan terhadap tersangka. 
c. Terdakwa juga berhak untuk diberitahukan dengan jelsa dengan bahasa 
yang dapat dimengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya. 
d. Berhak memberikan keterangan dengan bebas dalam segala tingkat 
pemeriksaan, mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan 
si dang pengadilan. 
e. Berhak mendapatkan jura bahasa. 
f. Berhak mendapat bantuan hukum. 
Guna pembelaan kepentingan diri, tersangka atau terdakwa berhak 
mendapatkan bantuan hukum oleh seseorang atau beberapa orang 
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penasihathukum, pada Setiap tingkat pemeriksaan, dan Dalam setiap waktu 
yang diperlukan: 
a. Berhak secora bebas memilih penasihat hukum 
b. Dalam tindak pidana tertentu, hak mendapatkan bantuan hukum berubah 
sifatnya menjadi wajib. 
Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa 
dalam semua tingkat pemeriksaan diatur dalam Pasal 56 KUHAP. Jika sangkaan 
atau terdakwa yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan tindak pidana: 
1) Hukumanmati, 
2) Hukuman lima belas tahun atau lebih 
Dalam kedua kategori ancaman hukuman ini, tidak dipersoalkan 
apakahmereka mampu atau tidak.Jika mereka mampu boleh memilih dan 
membiayaisendiri penasihat hukum yang dikehendakinya. Jika tidak mampu 
menyediakandan membiayai sendiri, pada saat itu timbul "kewajiban" bagi 
pejabat yangbersangkutan  untuk  "membujuk"  penasihat  hukum  bagi  tersangka  
atauterdakwa. Kalau tersangka atau terdakwa sendiri menyediakan 
penasihathukumnya, hapus kewajiban pejabat yang bersangkutan menunjuk 
penasihathukum.apabila tersangka atau terdakwa tidak mampu atau tidak ada 
membujukpenasihat hukum, dengan sendirinya terpikul kewajiban bagi pejabat 
yangbersangkutan untuk membujuk penasihat hukum. 
3.   Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum bagi 
tersangka atau terdakwa, digantungkan pada dua keadaan: 
a. Tersangka atau terdakwa "tidak mampu" menyediakan sendiri penasihat 
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hukunya, dan 
b. Ancaman hukuman pidana yang bersangkutan atau didakwakanlima tahun 
atau lebih. 
Kita lihat, pada kewajiban yang pertama tidak digantungkan pada 
ketidakmampuan tersangka atau terdakwa mendapatkan penasihat 
hukum.semata-mata kewajiban menunjuk penasihat hukum digantungkan 
pada beratnya ancaman hukuman. Pokoknya jika tindak pidana yang diancam 
kan kepadanya hukuman mati atau hukuman penjara lima belas tahun atau 
lebih, tersangka atau terdakwa wajib mendapat bantuan hukum dari penasihat 
hukum, baik atas usahanya sendiri maupun atas penunjukan pejabat yang 
bersangkutan. 
Lain halnya pada sifat kewajiban yang kedua, kewajiban bagi pejabat 
yang bersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau 
terdakwa, digantungkan pada dua syarat.Syarat pertama digantungkan pada 
keadaan "ketidakmampuan" tersangka atau terdakwa menyediakan penasihat 
hukum.kalau tersangka dianggap mampu, tidak ada kewajiban bagi pejabat 
untuk menunjuk penasihat hukum. syarat kedua, digantungkan kepada beratya 
ancaman hukuman, lima tahun atau lebih. Kalau ancaman hukuman pidana 
yang disangkakan atau didakwakan kepadanya lima tahun atau lebih, dan 
diatidak mampu menyediakan penasihat hukum, pejabat yang bersangkutan 
"wajib" menunjuk penasihat hukum baginya. 
Timbul masalah.Bagaimana jika seorang tersangka dianggap mampu 
tetapi tidak mau atau tidak menyediakan penasihat hukum.apakah dalam hal 
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ini dibebani kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk 
penasihathukum baginya? Tidak! Beban kewajiban penunjukkan itu oleh Pasal 
56, digantungkan pada syarat ketidakmampuan.Kalau tersangka atau terdakwa 
memang mampu, tetapi tidak mau mendapatkan dan menyiapkan bantuan 
penasihat hukum, oleh undang-undang dianggap risiko dia sendiri. 
Ketentuan ini menurut hemat kami ada unsur ketidakadilan.Ketentuan 
ini lebih mendekatkan bantuan penasihat hukum bagi mereka yang 
miskin.Sedang bagi mereka yang kaya dan mampu, disuruh sendiri 
menyediakan bantuan penasihat hukum baginya.Cuma yang jadi pertanyaan 
adalah batas kemampuan dan ketidakmampuan ini kadang-kadang sifatnya 
nisbi. Namun barangkali, ukurannya dapat ditentukan berdasarkan surat 
keterangan dari lurah atau pejabat pamong di tempat tinggal tersangka atau 
terdakwa.  
4. Penasihat hukum yang ditunjuk pejabat memberi bantuan hukum adalah cuma-
cuma. 
Dengan ketentuan ini, baik tersangka atau terdakwa maupun negara 
tidak dibebani untuk membayar jasa bantuan yang diberikan penasihat hukum 
yang ditunjuk. Sampai dimana idealisme cara pemberian bantuan hukum yang 
cuma- cuma, belum dapat digambarkan. Barang kali secara jujur, 
tidakberlebihan untuk mengungkapkan pengalarnan dan kenyataan yang kita 
lihat.Apa yang terkandung dalam pemberian jasa bantuan hukum yang cuma-
cuma, sering mengecewakan. 
Tidak jarang pengadilan memintakan bantuan hukum kepada suatu 
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lembaga bantuan hukum baik yang bergerak sebagai profesi maupun dari 
kalangan perguruan tinggi.Yang mereka tampilkan pada umumnya hanya 
tenaga yang baru memulai praktek. Seolah-olah penilaian bantuan hukum 
secara cuma-cuma ini bagi sebagian kalangan lembaga bantuan hukum, tiada 
lain tempat belajar dan kurang sungguh-sungguh. Lebih mi rip hanya untuk 
memenuhi permintaan pejabat saja tanpa dibarengi motivasi kesadaran 
idealisme. Mungkin dalam pemberian pelayanan hukum oleh sebagian 
kalangan, terlampau diperhitungkan dengan imbalan jasa. 
Apa yang kita saksikan, pada umumnya bantuan pelayanan hukum 
yang 
diberikan kepada yang miskin jarang terjadi karena tidak komersial, dalam 
artiklien yang tidak punya duit. Tetapi coba kalau klien itu hartawan, 
semuapersiapan diatur rapi oleh pemberi bantuan hukum. 
5.   Hak tersangka atau tcrdakwa yang berada dalam penahanan 
Hak yang telah dibicarakan adalah hak yang berlaku pada umunya 
terhadap tersangka baik yang berada dalam penahanan atau di luar penahanan. 
Di samping hak-hak tersangka yang umumnya tersebut, undang-undang masih 
memberikan lagi hak yang melindungi tersangka yang berada dalam 
penahanan, yaitu: 
a. Berhak menghubungi penasihat hukum. Jika tersangka/=BaBAfewa orang 
asing, berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya 
dalam menghadapi jalannya proses pemeriksaan. 
b. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk 
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kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara 
maupun tidak. 
c. Tersangka atuuterdokwa berhak untuk diberitahukan 
penahanannyakepada: Keluarganya Atau kepada orang yang serumah 
dengannya Atau orang lain yang dibutuhkan bantuannya, Terhadap orang 
yang hendak memberi bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan 
penahanannya. 
d. Selama tersangka berada dalam penahanan berhak Menghubungi pihak 
keluarga, dan Mendapat kunjungan dari pihak keluarga. 
e. Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukum 
melakukan hubungan: Menghubungi dan menerima sanak keluarganya, 
Baik hal itu untuk kepentingan perkaranya. Atau untuk kepentingan 
keluarga, dan, Maupun untuk kepentingan pekerjaannya. 
f. Berhak atas surat-menyurat; Hal ini diatur dalam Pasal 62, yang memberi 
hak sepenuhnya kepada tersangka atau tcrdakwa yang berada dalam 
penahanan: Mengirim dan menerima surat kepada dan dari 
penasihathukumnya, Mengirim dan menerima surat kepada dan dari sanak 
keluarganya, Kebebasan hak surat-menyurat, tidak terbatas, tergantung 
pada kehendak tersangka kapan saja yang disukainya. Pejabat Rutan hams 
menyediakan alat-alat tulis yang diperlukan untuk terlaksananya surat-
menyurat tersebut. 
g. Berhak atas kebebasan rahasia surat: Tidak boleh diperiksa oleh penyidik, 
dan pejabat rumah tahan negara. Kecuali cukup alasan untuk menduga 
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bahwa surat-menyurat tersebut disalahgunakan.Dengan adanya 
kecurigaanpenyalahgunaan surat-menyurat, menjadi penyebab hapusnya 
larangan bagi para penjabat yang berwenang untuk membuka dan 
memeriksahubungan surat-menyuratnya antara tersangka atau terdakwa 
dengan keluarga atau dengan penasihathukumnya.Kalau suatu surat yang 
diduga berisi penyalahgunaan, dan kemudian surat tersebut "ditilik" atau 
diperiksa oleh pejabat yang bersangkutan pemeriksaan atau pemilikan 
surat itu: Harus diberitahukan kepada tersangka Kemudian surat yang telah 
ditilik tadi dikirim kembali kepada alamat si pengirim setelah dibububi cap 
yang berbunyi "telah ditilik".  
h. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan. 
Dalam penelitian penulis di Polesek Tamalanrea Makassar, penulis 
menemukan bahwa hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum saat 
penyidikan belum terlaksanana secara optimal, karena tidak semua tersangka 
yang diancam pidana 5 tahun keatas di damping oleh Penasehat Hukum, 
apalagi bagi mereka yang melakukan tindak pidana. Bagi pelaku tindak pidana 
yang mampu, menurut penyidik MarthenKendek (wawancara tanggal 12 April 
2017) pada umumnya menunjuk sendiri advokat yang menjadi penasehat 
hukumnya.Seterusnya beliau menyatakan bagi pelaku tindak pidana yang 
dikategorikan sebagai orang miskin hal ini biasanya menemui kendala dalam 
menikmati haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau penasehat hukum. 
Pejabat kepolisian di Polsek Tamalanrea sebenarnya sudah mempunyai 
hubungan yang baik dan telah membuat kerjasama dengan beberapa advokat 
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di Makassar untuk merealisasikan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2003, bahwa advokat wajib memberi bantuan hukum secara 
Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, tetapi ini belum 
terlaksana secara optimal karenamasih ada pelaku tindak pidana yang 
diperiksa atau sedang menjalani proses penyidikan tidak di damping penasehat 
hukum. Pejabat kepolisian sudah berusaha meyakinkan pelaku tindak pidana 
yang kurang mampu tentang bantuan hukum Cuma-Cuma tanpa pembayaran 
yang dijamin oleh undang-undang, tetapi mereka tetap menolak. 
Dalam hal sebagaimana yang penulis temukan dan uraikan di atas, bisa 
saja terjadi kesewenang-wenangan penyidik dalam melaksanakan penyidikan 
bahkan tidak menutup kemungkinan adanya intimidasi dari penyidik yang 
kemudian menimbulkan masalah baru dalam proses peradilan, misalnya saat 
pemeriksaan di pengadilan terdakwa yang semula tersangka saat penyidikan 
tidak mengakui atau mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan. 
Ada juga alasan lain, mengapa tersangka yang kurang mampu 
sedangdisidik di Polsek Tamalanrea tidak mau menggunakan jasa bantuan 
hukum advokatwalaupun telah dijelaskan kepadanya tentang adanya bantuan 
hukum Cuma-Cumabagi yang tidak mampu. Alasannya adalah sekalipun 
bantuan itu Cuma-Cumatetapi hal ini pasti merepotkan tersangka bahwa 
keluarnya yang ujung-ujungnyaadalah, bahkan bisa saja advokat yang 
menangani tindak pidana yang dilakukanoleh tersangka tidak ditangani secara 
serius atau ditangani apa adanya sekedaruntuk memenuhi tuntutan undang-
undang atau memberi pelayanan bantuan hukumsecara semu agar advokat 
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tersebut tidak dicela. Jadi ada persepsi negative tentangbantuan hukum Cuma-
Cuma yang bisa saja terjadi pada diri tersangka.Itulahsebabnya mereka 
menolak bantuan hukum Cuma-Cuma. 
B. Kendala-Kendala Sehingga Hak Tersangka Untuk Mendapatkan 
BantaunHukum Belura Terlaksana secara Optimal di Polsek Tamalanrea 
Makassar 
Ada dua hal yang penulis akan bahas dalam topik ini, yaitu 
Advokatsebagai penyedia jasa hukum dan advokat sebagai pemberi 
bantuan hukum secaracuma-Cuma. 
1.   Advokat sebagai Penyedia Jasa Hukum 
Sebagai seorang yang berprofesi di bidang hukum, advokat 
tentunya akan dihadapkan pada dua pilihan. Kalau boleh menyebutkan, 
profesi advokat itu ibarat dua sisi mata uang yang hampir tak 
terpisahkan.Artinya, seorang advokat dalam menjalankan tugas 
profesinya, berada pada dua kuadran yang berbeda.Di satu sisi, dia 
menjalankan profesinya sebagai penyedia jasa hukum.Dengan 
memperoleh imbalan berupa fee atau honorarium. 
Namun, di sisi lain advokat berada dalam ruang lingkup 
idealismenya,sebagai penegak hukum. Pada kuadran kedua ini, seorang 
advokat murni tidakmempertimbangkan imbalan berupa fee atau yang 
sering dikenal dengansebutan honorarium atas pekerjaan profesional 
dalam membela dan mendampingi klien/penerima jasa hukum.  
Oleh karena itu, persoalan honorarium fee sangat penting bagi 
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advokat dalam posisinya sebagai penyedia jasa hukum.Sebab, hal itu 
merupakan sebuah keniscayaan bagi orang yang menjadikan profesinya 
sebagai ladang mencari rezeki/nafkah untuk memenuhi kebutuhan 
ekonominya.Namun demikian, tak lantas seorang advokat melupakan 
kewajiban sebagai pemberibantuan hukum. 
Sebelum lebih jauh mengulas tentang profesi advokat sebagai 
penyedia jasa hukum, tidak ada salahnya bila kita mengetahui alasan 
bahwa menerima imbalan berupa/ee itu sebuah kewajaran dalam setiap 
menjalankan profesi, termasuk dalam profesi seorang advokat. 
Menurut salah seorang Advokat Dr. Albert Manopo, SH.,MH 
dalam wawancara tanggal 18 April 2017 menyebutkan beberapa alasan 
mengapa seorang advokat menerima imbalan, sebagai berikut: 
1) Bila seseorang menjadi profesional tentu orang tersebut telah banyak 
berkorban, terutama bagi orang lain. Bentuk pengorbanan itu bisa 
menyangkut dana, waktu, maupun pemikiran. Jumlah waktu dan biaya yang 
dikeluarkan saat menempuh pendidikan di bidang hukum. Kemudian, berapa 
lama waktu yang dibutuhkan serta biaya yang habis untuk membentuk 
kepercayaan masyarakat. Sehingga, penghargaan dalam bentuk fee atau 
honorarium tersebut wajar adanya, sebagai sebuah bentuk apresiasi atas ilmu 
dan keahlian yang dimiliki. Bukan seperti pada pekeria, yang 
memperhitungkan tenaganya. 
2) Selain itu, walaupun orang telah menjadi profesional, namun demikian 
advokat tetaplah manusia biasa yang memiliki kebutuhan hidup dan tanggung 
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jawab terhadap keluarga. Oleh sebab itu, untuk mencukupi kebutuhan hidup 
seluruh keluarga, maka ia hams bekerja sesuai dengan kompetensi yang 
dimiliki. Tak jauh beda dengan para pekerja yang nafkah dengan tenaganya. 
Analoginya, bila seseorang yang telah melakukan pekerjaan, maka 
sudah selayaknya memperoleh hasilnya, baik berupa intensif atau yang lain. 
Mulai dari gaji honorarium, fee, bonus maupun bentuk yang lain guna 
memenuhi kebutuhan hidup. Jenis pekerjaan (jasa) apapun itu, tentunya haras 
diiringi dengan pemberian intensif yang sesuai dengan masing-masing bidang 
pekerjaan/jasa.Sehingga keberlangsungan pekerjaan (jasa) tersebut bisa 
berlanjut. 
Begitu juga seorang advokat, sebagai penyedia jasa hukum tentunya 
berhubungan erat dengan persoalan fee honorarium. Sebagaimana telah dijelaskan 
dalam Pasal 21 ayat (1), UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, bahwa setiap 
advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan 
kepada klien. Baik secara litigasi maupun non litigasi. 
Lebih lanjut dijelaskan, besarnya honorarium yang harus diberikan kepada 
advokat sebagai imbalan atas jasa hukum yang diberikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, 
baik pihak advokat maupun pihak klien/penerima jasa hukum (Pasal 21 ayat (2), 
UUNo. 18 Tahun 2003 tentang advokat). 
Artinya, bahwa dalam menentukan besarnya jumlah feel honorarium, 
seorang advokat harus benar-benar mempertimbangkan risiko, waktu, 
kemampuan dan kepentingan klien, terutama kemampuan finansial 
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kliennya(Pasal 4 hurufd, Kode Etik Advokat Indonesia (KAEI) Tahun 2002). 
Kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 4 huruf e, Kode Etik advokat 
Tahun 2002 bahwa, seorang advokat tidak diperbolehkan membebani klien 
dengan biaya-biaya di luar yang diperlukan untuk menangani perkara hukumnya. 
Misal pun akhirnya terpaksa harus mengeluarkan biaya tak terduga / di luar 
perkiraan yang dibutubkan, maka advokat juga harus lebih melihat kondisi 
keuangan kliennya. 
Sehingga harapannya tidak ada permasalahan di belakang terkait 
penanganan perkara hukumnya.Patutlah advokat yang bersangkutan juga harus 
serius atau sepenuh hati dalam menangani perkara klien tersebut.Karena seorang 
advokat tidak dibenarkan membela tidak loyal/setengah hati kepada 
kliennya.Apalagi hanya karena persoalan/ee yang terlalu kecil/sedikit. 
Selain itu, seorang advokat tidak diperkenankan 
menjerumuskan/menyesatkan kliennya, manakala klien yang bersangkutan tak 
bertanggung jawab untuk membayar jasa hukum yang diberikan.Pasalnya, hal itu 
tidak mencerminkan seorang yang profesional dalam menjalankan tugas profesi 
yang dijalani.Di samping itu juga, berarti advokat tersebut tidak melaksanakan 
pekerjaan sesuai standar etika profesi yang berlaku di negara ini.Atau bisa 
dibilang, orang tersebut tidak memiliki kebanggaan terhadap pekerjaan/ 
profesinya. 
Semenjak diberlakukannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang 
advokat, bisa dibilang merupakan salah satu peristiwa penting dalamsistem 
penegakan hukum di Indonesia. Dimana hal itu terlihat dengan adanya suatu 
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lompatan besar yang jauh lebih baik untuk ke depannya dalam sejarah profesi 
advokat. 
Menurut perkembangannya, dilihat berdasarkan undang- undang tersebut 
profesi advokat semakin diakui eksistensinya sebagaimana penegak hukum 
lainnya seperti jaksa, polisi, dan hakim. Padahal sejatinya, keberadaan profesi 
advokat itu sendiri secara formal telah lama diakui di dalam proses peradilan di 
Indonesia. Bahkan, dari sumber yang berhasil ditelusuri, usianya sama dengan 
Land Read, suatu lembaga peradilan yang didirikan pemerintah kolonial Belanda 
untuk golongan pribumi berdasarkan Staats Bloods No. 23 Tahun 1847 yang telah 
dimulai diberlakukan sejaktanggal 1 Mei 1948. 
Kemudian dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat 
telah dijelaskan bahwa, dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum 
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka peran dan fungsi advokat 
sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan bagian 
yang penting. Tentunya, juga di samping lembaga peradilan dan  instansi  
penegak hukum lainnya.   Seperti  kepolisian dan 
Tugas advokat melalui jasa hukum yang diberikannya, ia menjalankan 
tugas profesinya bertujuan demi tegaknya keadilan dan supremasi hukum 
kepentingan masyarakat yang membutuhkan keadilan. Termasuk juga di 
dalamnya terdapat usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak 
dasar mereka di hadapan hukum. 
Keberadaan advokat sebagai salah satu unsur dari sistem peradilan di 
negara ini juga merapakanpionerdalam menegakkan supremasi hukum dan hak 
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azasi manusia (HAM).Tentunya hal itu harus diiringi dengan peran serta 
masyarakat luas maupun pemerintah guna mewujudkan keadilan di Indonesia. 
Selain terlibat dalam proses peradilan, peran dan kontribusi seorang 
advokat juga nampak dalam jalur profesi di luar pengadilan. Bisa dikatakan, 
kebutuhan akan jasa hukum advokat di luar proses peradilan saat ini cenderung 
meningkat. Itu sejalan dengan semakin maju dan berkembangnya kebutuhan 
masyarakat terkait masalah hukum.Terlebih lagi, dalam kehidupan yang semakin 
terbuka (globalisasi), baik dalam pergaulan antar bangsa maupun hubungan 
lainnya. 
Secara sadar atau tidak sadar, profesi advokat juga ikut memberikan 
sumbangsih berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum di 
Indonesia, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan.Termasuk juga 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan.Usaha tersebut yaitu melaluipemberian 
jasa konsultasi, negosiasi, maupun pembuatan kontrak-kontrakdagang. 
Oleh karena itu, keberadaan advokat di negara hukum seperti di Indonesia 
seperti ini sangat penting.Pasalnya, dalam sistem negara hukum, penegakan 
hukum tidak bisa berdiri sendiri di atas pada satu pijakan kaki. Artinya, untuk 
bisa mewujudkan keadilan maka dibutuhkan pijakan lain di komponen penegak 
hukum. Komponen yang dimaksudkan adalah jaksa,dan hakim. Kesemuanya itu 
diibaratkan satu garis lurus atau pijakan kaki sama. 
Maka dari itu perlu adanya satu pijakan lain yang bisa menopang kerja 
penegak hukum tersebut. Yaitu peran serta masyarakat luas, terutama seorang 
advokat.Dalam konteks penegakan hukum, keberadaan advokat bukan semata-
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mata hanya bertindak membela hak-hak terdakwa.Justru hal terpentingnya terletak 
pada terciptanya keadilan yang merata untuk setiap masyarakat, tanpa terkecuali. 
Mungkin tak berlebihan bila advokat merupakan salah satu elemenpenting 
dalam proses penegakan hukum, terutama di Indonesia sendiri.Bisa dibilang, 
merekalah yang menjadi perantara/mediumkepentingan-kepentingan    
masyarakat    terkait    masalah    hukum    ketikaberhadapan   dengan   
negara.Karena   tak   bisa   masyarakat   menanganiperkaranya sendiri tanpa peran 
dan keterlibatan advokat yang membantu. 
Oleh sebab itu, institusi/lembaga advokat yang bersih dan 
berintegritastinggi akanberimbas positif dengan tegaknya hukum di Indonesia. 
DalamUndang-Undang advokat No.18 Tahun 2003 telah menegaskan 
bahwa,peradilan yang jujur, adil dan berkepastian hukum sangat memerlukan 
peranprofesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab. 
Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1), UU advokat No. 18 Tahun 
2003menyebutkan bahwa, memberikan status kepada advokat sebagai 
penegakhukum yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya (jaksa, 
hakim, dan polisi) dalam menegakkan hukum dan keadilan. Advokat merupakan 
salah satu elemen yang perannya sangat vital, selain peran institusi kepolisian dan 
kejaksaan. 
Bila kepolisian dan kejaksaan berposisi sebagai lembaga yang mewakili 
kepentingan pemerintah. Sedangkan di si silain advokat berdiri pada posisi 
sebagai wakil dari kepentingan masyarakat. Dan secara umum, di dalam sistem 
kehakiman di Indonesia posisi hakim ditempatkan sebagai pihak yang mewakili 
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kepentingan negara, jaksa dan kepohsian sebagai wakil kepentingan pemerintah, 
sedangkan advokat berdiri menjaga dan mewakili kepentingan masyarakat. 
Oleh karena itu pada posisi seperti itu peran advokat menjadi sangat 
fundamental. Karena ia bisa menjaga keseimbangan antar kepentingan, baik 
kepentingan negara maupun pemerintah. Sehingga akan terjalin sebuah kondisi 
yang harmonis dalam menciptakan keadilan dan penegakan hukum yang sehat di 
negara ini. 
Dalam penjelasan undang-undang telah diungkapkan mengenai peran 
seorang advokat.Melalui jasa hukum yang diberikannya, advokat menjalankan 
tugas profesinya demi terwujudnya supremasi hukum dan tegaknya keadilan 
berdasarkan hukum. Itu tak lain tak bukan hanya semata-mata untuk kepentingan 
mendampingi, membela, dan membantu para pencari keadilan. 
Termasuk di dalamnya terdapat usaha memberdayakan masyarakatdalam 
menyadari hak-hak dasar mereka di hadapan hukum.Dengan begitu, profesi 
advokat memiliki peranan vital dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. 
Seorang advokat akan selalu dilibatkan langsung dalam setiap proses hukum, baik 
pidana, perdata, tata usaha negara, maupun tata nagara. Bahkan, advokat 
memiliki kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya. 
Di era sekarang ini, posisi profesi advokat terbilang semakin strategis di 
Indonesia.Hal ini juga dialami di tingkat penyidikan, khususnya penyidikan di 
Polsek Tamalanrea, segala perilaku dan kehidupan para advokat pun semakin 
penting di negara ini yang memproklamirkan diri sebagai negara hukum.Namun 
begitu, banyak kalangan yang mengharapkan bahwa advokat tidak sekadar 
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sebagai profesi yang bebas.Akan tetapi juga profesional yang dilandasi suatu etika 
yang mampu mengaktualisasi pilihan-pilihannya, baik yang baik maupun yang 
buruk guna melaksanakan tugas dan fungsinya dalam sistem peradilan di 
Indonesia. 
Secara umura, peran dan fungsi seorang advokat sangat kompleks. Selain 
memiliki fungsi secara individu dan organisasi, seorang advokat juga memiliki  
peran  yang besar untuk  bangsa dan negara terutama  dalam penegakan hukum di 
Indonesia.  
1. Peran dan Fungsi Advokat bagi Negara 
1) Advokat berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi 
manusia(HAM); 
2) Advokat sebagai pioneer dalam memperjuangkan hak asasi manusia 
(HAM) yang merupakan hak paling dasar dari warga negara; 
3) Advokat sebagai anak bangsa berkewajiban untuk menjaga keutuhan 
bangsa dan negara. 
2.   Peran dan Fungsi Profesi Advokat untuk Diri Sendiri dan Organisasi 
1) Melaksanakan Kode Etik advokat; 
2) Memegang teguh sumpah advokat; 
3) Menjunjung tinggi idealisme, kebenaran, dan keadilan; 
4) Menjagakemandirian, kebebasan, derajat, danmartabat advokat; 
5) Meningkatkan mutu pelayanan; 
6) Menjaga persatuan dan kesatuan advokat 
2.   Advokat Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma  
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1) Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma 
Selain sebagai penyedia jasa hukum, seorang advokat juga 
wajibmemberi  bantuan hukum  kepada masyarakat yang memerlukannya 
Menurut BAB I, UU No.  16 Tahun 2011 tentang Bantuan 
Hukummenjelaskan bahwa, bantuan hukum adalah jasa hukum yang 
diberikanoleh pemberi bantuan hukum secara cuma- cuma kepada 
penerimabantuan hukum, yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1), undang-
undang 
Lebih lanjut disebutkan, pemberi bantuan hukum yang dimaksudpada  
ayat  di  atas,  yaitu  lembaga bantuan hukum  atau  organisasikemasyarakatan 
yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 16 
Tahun 2011 (Pasal 1 ayat (3), UlINo. 16 Tahun 2011). 
Kemudian, mekanisme pelaksanaan Bantuan Hukum tidak serta merta 
dilakukan sebagaimana kemuan dan keinginan Pemberi Bantuan Hukum, namun 
harus berdasarkan asas-asas, sebagai berikut: 
a. Keadilan, maksudnya menempatkan hak dan kewajiban setiap orang 
secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib; 
b. Persamaan kedudukan di dalam hukum, maksudnya adalah setiap orang 
memiliki hak dan perlakuan yang sama di depan hukum sertakewajiban 
menjunjung tinggi hukum; 
c. Keterbukaan, maksudnya memberikan akses kepada masyarakat 
untukmendapatkan informasi secara lengkap, benar, jujur, serta 
tidakmemihak dalam memperoleh jaminan keadilan berdasarkan 
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haksecara konstitusional; 
d. Efisiensi, maksudnya memaksimalkan pemberian Bantuan Hukummelalui 
penggunaan sumber anggaran yang tersedia;  
e. Efektivitas, maksudnya, menentukan pencapaian tujuan 
pemberianBantuan Hukum secara tepat; dan 
f. Akuntabilitas, maksudnya bahwa setiap pelaksanaan kegiatan 
BantuanHukum harus bisa dipertanggungjawab- kan kepada masyarakat2, 
UUNo. 16 Tahun 2011). 
Selanjutnya, Bantuan Hukutn yang dimaksud di atas, ditujukan kepada 
Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi permasalahan hukum (Pasal 
4 ayat (I), UUNo. 16 Tahun 2011). Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), melingkupi persoalan hukum pidana, perdata, maupun tata usaha negara 
baik litigasi ataupun nonUtigasi(Pasal 4 ayat (I), UUNo. 16 Tahun 2011). 
Kemudian bantuan hukum seperti yang dimaksud pada ayat tersebut, 
meliputi menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan/atau 
melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan 
Hukum (Pasal 4 ayat (3)jUUNo. 16 Tahun 2011). 
Dalam Pasal 3, UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 
diterangkan bahwa, tujuan diselenggarakannya program bantuan hukum, yaitu: 
1) Untuk menjamin serta memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk 
memperoleh akses keadilan; 
2) Untuk mewujudkan hak-hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia 
sesuai dengan prinsip-prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; 
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3) Untuk menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum secara adil di 
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); dan 
4) Untuk   terciptanya   peradilan   yang   efektif,   efiisien,   dan   bisa 
dipertanggungjawabkan. 
Dalam BAB VI, UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat dijelaskan 
bahwa, seorang advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma 
kepada para pencari keadilan yang tidak mampu/miskin. Hal itu juga sama dengan 
Pasal 2, Peraturan Pemerintah PJ No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan 
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. 
Akan tetapi, pemberian bantuan hukum secara Cuma- Cuma oleh seorang 
advokat tidak boleh berdasarkan atas rasa belas kasihan.Misalnya, karena si 
pencari keadilan yang tidak mampu tersebut masih ada hubungan darah dengan 
advokat yang dimaksud, maka advokat itu memberi bantuan hukum. Contoh 
lainnya, karena tidak tega melihat dengan keadaan si pencari keadilan yang 
kurang mampu, maka ia memberi bantuan hukum kepadanya. Namun, perbuatan 
itu lebih kepada penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan 
keadilan dalam masyarakat, sesuai penjelasan umum, PP No. 83 Tahun 2008. 
Sedangkan, definisi bantuan hukum secara cuma-cuma sendiri adalah jasa 
hukum yang diberikan oleh seorang advokat tanpa menerima pembayaran berupa 
honorarium atau jenis lainnya. Bantuan tersebut meliputi, pemberian konsultasi 
hukum, mewakili, menjalankan kuasa,membela, mendampingi, serta melakukan 
tindakan hukum lainnya untuk kepentingan para pencari keadilan yang tidak 
mampu, sesuai dalam Pasal ayat (1), Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2010 tentang 
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Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma serta 
dalam Pasal 3, Peraturan Pemerintah RI No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan 
dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. 
Kemudian berdasarkan Pasal 4, PP No. 83 Tahun 2008 serta Pasal ayat 
(3); Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pemberian Bantuan 
Hukum Secara Cuma-Cuma menerangkan bahwa, Pencari Keadilan yang tidak 
mampu yaitu orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara keuangan 
tidak mampu dan yang memerlukan jasa hukum seorang advokat untuk membantu 
menangani menyelesaikan permasalahan hukumnya. Senada dengan itu dalam 
Pasal UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga dikemukakan 
Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dalam 
undang-undang tersebut, meliputi setiap orang atau kelompok miskin/tidak 
mampu yang tidak bisa memenuhi hak dasar secara layak mandiri (Pasal S ayat 
(I), UU No. 16 Tahun 2011). Hak dasar yang dimaksud di atas, meliputi hak atas 
pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, 
dan/atau perumahan (Pasal ayat (I), UUNo. 16 Tahun 2011). 
Adapun ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan 
hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud di atas, diatur lebih lanjut 
dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 22 ayat (2), UU No. 18 Tahun 2003 tentang 
Advokat). 
Selanjutnya, dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah No. 83 
Tahun 2008 disebutkan bahwa, prosedur pemberian bantuan hukum secara cuma-
cuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu meliputi tindakan hukum untuk 
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kepentingan Pencari Keadilan di setiap proses peradilan. 
Tindakan hukum di setiap proses peradilan yang dimaksud di atas, yaitu 
pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang dilakukan, baik di dalam 
pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai Pasal 5, Peraturan Peradi No. 1 
Tahun 2010 dan Pasal 3 ayat; PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan 
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. 
Sedangkan, dalam Pasal 6, Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2010 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum menjelaskan bahwa, yang 
dimaksud dengan pemberian bantuan hukum di muka pengadilan yaitu bantuan 
hukum berupa litigasi yang meliputi seluruh rangkaian proses peradilan. Mulai 
dari perkara perdata, pidana, maupun tata usaha negara. Di situ juga termasuk 
dalam proses pelaporan dan pemeriksaan di kepolisian dan penuntutan di 
kejaksaan, terkait perkarapidana.   Kemudian  pemberian  bantuan  hukum  di  
luar persidangan, meliputi: 
1) Pendidikan hukum, 
2) Investigasi kasus; 
3) Konsultasi hukum; 
4) Pendokumentasian hukum; 
5) Penyuluhan hukum; 
6) Penelitian hukum; 
7) Perancangan hukum (legal drafting); 
8) Pembuatan pendapat/catatan hukum {legal option/legal anotasi); 
9) Pengorganisasian; 
75 
 
10) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan; dan 
11) Pemberdayaan masyarakat serta seluruh aktivitas yang bersifat memberi 
kontribusi bagi pembaharuan hukum nasional termasuk pelaksanaan piket 
bantuan hukum. 
2)  Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma 
Menurut BAB III, UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan dijelaskan 
bahwa, Bantuan Hukum dilaksanakan untuk membantu penyelesaian 
persoalan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum (Pasal 6 ayat (I), 
UUNo. 16 Tahun 2011). Kemudian pemberian bantuan hukum 
diselenggarakan oleh Menteri dan dijalankan oleh pemberi bantuan hukum 
menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 ini (Pasal 6 ayat (2),UU No. 16 
Tahun 2011.Sedangkan, tugas menteri sebagaimana yang dimaksud di atas, 
yaitu: 
a) Menyusun dan memutuskan kebijakan mengenai penyelenggaraan Bantuan 
Hukum; 
b) Menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum menurut asas-asas 
pemberian bantuan hukum; 
c) Menyusun rencana anggaran bantuan hukum; 
d) Mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan 
akuntabel; dan 
e) Menyusun serta menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan bantuan hukum 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di setiap akhir tahun anggaran 
(Pasal 6 ayat (3), UU No. 16 Tahun 2011). 
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Standar Bantuan Hukum yang dimaksud pada Pasal 6 huruf b, yaitu 
pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri 
(Pasal 1 ayat (6), UUNo. 16 Tahun 2011). Selanjutnya, untuk menjalankan tugas 
dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka menteri 
memiliki wewenang sebagai berikut: 
a) Mengawasi serta memastikan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum dan 
penerima bantuan hukum dapat dilaksanakan berdasarkan asas dan tujuan 
yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011; dan 
b) Melaksanakan verifikasi serta akreditasi terhadap lembaga bantuanhukum atau 
organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi 
Bantuan Hukum menurut Undang-Undang No.. 16 Tahun 2011 (Pasal 7 ayat 
(I), UU No. 16 Tahun 2011). Verifikasi dan akreditasi yang dimaksudkan di 
atas untuk menilai dan menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum atau 
organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum. 
Untuk melaksanakan proses verifikasi dan akreditasi 
sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) huruf b maka menteri membentuk 
kepanitiaanyang unsurnya terdiri atas: 
a) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum dan hak asasi manusia (HAM); 
b) Seorang akademisi; 
c) Tokoh masyarakat; serta 
d) Lembaga atau organisasi yang memberi layanan Bantuan Hukum (Pasal 7 
ayat (2), UU No. 16 Tahun 2011). 
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Kemudian, proses verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksuddi atas, 
dilaksanakan setiap 3 tahun sekali (Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 
2011).Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi danakreditasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur denganPeraturan Menteri 
(Pasal 7 ayat (4), UU No. 16 Tahun 2011). 
Dalam BAB IV; UU No. 16 Tahun 2011 dijelaskan bahwa, pelaksanaan Bantuan 
Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi 
persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 
2011 (Pasal 8 ayat (1), UU No. 16 Tahun 2011). Sedangkan, syarat-syarat 
Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: 
a) Berbadan hukum; 
b) Terakreditasi menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 
Hukum; 
c) Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; 
d) Memiliki pengurus; dan 
e) Memiliki program Bantuan Hukum (Pasal 8 ayat (2), UU No. 16 Tahun 2011). 
Dalam Pasal 9,UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 
menjelaskan bahwa, untuk memenuhi persyaratan yang dimaksud di atas,maka 
pihak Pemberi Bantuan Hukum berhak: 
a. Melaksanakan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, sertamahasiswa 
yang berlatar belakang fakultas hukum; 
b. Melaksanakan pelayanan Bantuan Hukum; 
c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, serta program 
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kegiatan lain yang masih berhubungan dengan penyelenggaraan Bantuan 
Hukum; 
d. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum 
menurut Undang-Undang No.   16  Tahun 2011  tentang Bantuan 
Menyampaikan pendapat atau pemyataan dalam membela perkara yang 
menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang- undangan; 
e. Memperoleh informasi serta data lain yang diperlukan dari pemerintah 
maupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan 
f. Memperoleh jaminan keamanan, keselamatan, serta perlindungan hukum 
selama melaksanakan pemberian bantuan hukum. 
Selain memperoleh hak-hak dalam memberikan bantuan hukum, seorang 
Pemberi Bantuan Hukum juga berkewajiban untuk: 
a. Melaporkan kepada Menteri mengenai program Bantuan Hukum yang 
dilakukan; 
b. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan 
untuk pemberian bantuan hukum sesuai Undang-Undang No.  16 
Tahun 
c. Menyelenggarakan pendidikan serta pelatihan Bantuan Hukum 
kepadaadvokat, paralegal, dosen, serta mahasiswa fakultas hukum 
yangdirekrut sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huraf a; 
d. Menjaga kerahasiaan informasi, data, dan/atau keterangan yang 
didapat dari Penerima Bantuan Hukum yang berhubungan dengan 
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perkara   yang   sedang   ditangani,   kecuali   ditentukan   lain   oleh 
Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan 
Hukumberdasarkan syarat dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang 
No. 16 Tahun 2011 sampai perkaranya sele.sai, terdapat alasan yang sab secara 
hukum (Pasal 10, UU No. 16 Tahun 
e. 2011). 
Selanjutnya,   pelaksanaan  pemberian  Bantuan  Hukum   Secara Cuma-
Cuma     dilaksanakan    sesuai     dengan    ketentuan     peraturan perundang-
undangan, Kode Etik advokat,  serta peraturan Organisasi advokat   (Pasal   11,   
Peraturan   Pemerintah   No.   83   Tahun   2008). Selanjutnya, seluruh 
pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma harus sepenuhnya 
tunduk dan patuh kepada Kode Etik advokat dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku (Pasal 4, Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2010).  
2. Kendala-kendala sehingga hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum 
belum dilaksanakan secara optimal di Polsek Tamalanrea Makassar  
1) Kendala kesediaan advokat 
Tidak semua advokat menjalankan profesinya dengan itikad baik, karena 
ada advokat yang termotivasi dalam beracara intinya adalah motivasi uang. 
Dalam wawancara penulis dengan Anthon Tulak, SH,MH (wawancara 15 April 
2017) beliau mengemukakan tidak perlu munafik bahwa segala sesuatu aktivitas 
interaksi senantiasa didasarkan pada motivasi pemenuhan ekonomi sebagai 
dasarnya. Jujur saja mana advokatyang mau melakukan pekerjaan yang tidak 
didasarkan pada prestasi berupa sejumlah uang atau ekonomi.Harus di sadari 
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bahwa ekonoi merupakan dasar yang kelanjutannya bisa saja dibungkus dengan 
bingkai idealism yang ecara formalistic dijadikan sebagai motivasi. 
Jadi nampak dengan jelas bahwa tidak semua advokat dengan sukarela 
mau menangani kasus hukum yang kurang mampu.Oleh karena itu, kasus-kasus 
hukum orang yang kurang mampu biasanya masih sedia ditangani oleh advokat-
advokat muda yang pada prinsipnya baru mengawali profesi advokat, yang tentu 
kualitasnya kurang optimal disbanding dengan kualitas advokat senior. 2) Kendala 
interaksi antara advokat dengan Klien dalam menyelesaikan masalah hukum 
Di dalam perspektif informasi sebagai dasar interaksi, menurut ketentuan 
harusnya klien menjelaskan secara jujur tentang permasalahan yang dihadapi. 
Kalau memang ada penyimpangan nantinya dapat diatasi sedemikian rupa 
sehingga dasarnya dapat menguntungkan klien untuk bisa berakhir perkaranya 
sesuai dengan keinginan. 
Namun ternyata ada yang tidak jujur sehingga menyebabkan kesulitan 
Advokat ketika bukti perkara itu di crosscheck dengan bukti lain, yang diperoleh 
dari pelacakan atau sumber lain, Artinya seseorang dengan berbagai motivasi bisa 
saja berbohong. 
Dalam proses dan jalannya interaksi yang bermuatan keterangan tidak 
jujur atau bohong ini, ada tiga pola yang mengemuka, yaitu: 
a. Bersikap mengingatkan Klien dan menegur agar jujur 
b. Bersikap marah dan memutuskan kontrak dengan Klien 
c. Tidak ambil peduli, toh itu semua perkara Klien 
Dalam menangani perkara, kecenderungan Advokat adalah : 
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a. Ada yang terlalu optimis dengan memberikan janji kepada Kliennya 
pasti akan menang dengan berbagai rayuan. 
b. Ada yang secara standar menyampaiakan bahwa semuanya tergantung 
kepada perkembangan. 
Hal di atas berimplikasi kepada kepercayaan Klien terhadap Advokat yang 
bisa saja berakibat hilangnya kepercayaan Klien. 3) Kendala interaksi Advokat 
dengan orang miskin 
Ukuran miskin adalah berdasarkan parameter administrative yaitu Surat 
Keterangan tidak mampu dari Pejabat berwenang.Di  dalammelaksanakan 
profesinya Advokat harus membela orang miskin. 
Kecenderungannya adalah: 
1. Menghindar dengan berbagai alasan. Advokat yang menghindar biasanya 
Advokat senior.Di samping banyak perkara besar yang ditangani juga 
ketiadaan honorarium atau terlalu kecil honorariumnya, sehingga memilih 
untuk menolak secara halus terhadap perkara yang subjeknya adalah orang 
miskin. 
Dalam proses dan jalannya interaksi yang bermuatan keterangan tidak 
jujur atau bohong ini, ada tiga pola yang mengemuka, yaitu: 
a. Bersikap mengingatkan Klien dan menegur agar jujur 
b. Bersikap marah dan memutuskan kontrak dengan Klien 
c. Tidak ambil peduli, toh itu semua perkara Klien 
Dalam menangani perkara, kecenderungan Advokat adalah : 
a. Ada yang terlalu optimis dengan memberikan janji kepada Kliennypasti 
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akan menang dengan berbagai rayuan. 
b. Ada yang secara standar menyampaiakan bahwa semuanya tergantung 
kepada perkembangan. 
Hal di atas berimplikasi kepada kepercayaan Klien terhadap Advokat yang 
bisa saja berakibat hilangnya kepercayaan Klien. 3) Kendala interaksi 
Advokat dengan orang miskin 
Ukuran miskin adalah berdasarkan parameter administrative yaitu 
Surat Keterangan tidak mampu dari Pejabat berwenang.Di  dalam 
melaksanakan profesinya Advokat haras membela orang miskin. 
Kecenderangannya adalah: 
1. Menghindar dengan berbagai alasan. Advokat yang menghindar 
biasanya Advokat senior. Di samping banyak perkara besar yang 
ditangani juga ketiadaan honorarium atau terlalu kecil honorariumnya, 
sehingga memilih untuk menolak secara halus terhadap perkara yang 
subjeknya adalah orang miskin. 
2. Ada advokat yang menerima dengan syarat dinilai menarik, dalam arti 
menimbulkan efek positif atas profesi. Karena dampak perkara tersebut 
akan menaikkan pamor advokat yang menangani perkara itu. Apalagi 
jika diekspose di media massa, secara tidak langsung akan menjadi 
media promosi gratis bagi dirinya. 
3. Ada advokat yang menerima sepenuhnya, perkara subjeknya orang 
miskin. Meskipun relative, sebagian besar yang menerima itu biasanya 
Advokat yunior. Di samping memperdalam pemahaman dan mengasah 
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keterampilan beracara, advokat yunior juga masih belum banyak 
perkaranya sehingga dapat menangani dan menerima perkara secara 
lebih leluasa. 
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BABV  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum di Polsek Tamalanrea 
Makassar belum dilaksanakan secara optimal, karena tidak semua 
tersangka yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun keatas ternyata ada 
yang tidak didampingi penasehat hukum. Kondisi ini dpat menimbulkan 
kesewenang-wenangan penyidik dalam memeriksa tersangka berupa 
intimidasi, kekerasan, penggiringan opini, dalam penyidikan yang akhirnya 
menimbulkan masalah baru dalam pemeriksaan di Pengadilan berupa 
penyangkalan atau pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
2. Kendala-kendala sehingga hak tersangka untuk mendapatkan bantuan 
hukum belum dilaksanakan secara optimal karena belum sepenuhnya ada 
kesediaan advokat untuk mendampingi kasus hukum orang yang kurang 
mampu, kendala interaksi antar advokat dengan khen dalam menyelesaikan 
masalah hukum
y
karena adanya klien yang tidak jujur menjelaskan masalah 
hukum dan adanya kecenderungan advokat untuk menghindar dari kasus 
orang yang tidak mampu. 
B. Saran 
1. Agar hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum ditingkat 
penyidikan dapat berjalan dengan optimal, maka diharapkan pejabat yang 
berwenangmenjelaskan hak-hak untuk mendapatkan bantuan hukum 
sebagai salah satu hak tersangka yang haras dipenuhi sebelum diadakan 
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penyidikan, Untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam 
pemeriksaan tersangka ditingkat penyidikan khususnya yang tidak 
mampu, maka pejabat yang berwenang haras membuat perjanjian 
kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang dapat segera 
memberikan bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu ketika 
berhadapan dengan masalah hukum. 
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